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Fatoni,2019. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program 
Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi 
Kasus Penerima Program Indonesia Pintar Di Kelurahan Ujung, Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya). Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya tetidaktepat 
sasarannya program indonesia pintar ini di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir 
Kota Surabaya. Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana 
Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia 
Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Ujung, 
Kecamatan Semampir Kota Surabaya, 2.) Faktor-faktor apa saja yang mendukung 
dan menghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat dari implementasi Permendikbud Nomor 19 tahun 
2016 di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai Teori 
Implementasi George Edward III dan Teori Implementasi Van Meter dan Van 
Horn. 
Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa, proses-proses dalam menjalankan sebuah 
kebijakan telah dilakukan oleh berbagai pihak guna menjalankan sebuah 
kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar kualitas pendidikan 
masyarakat dapat berubah. setidaknya ada 4 faktor yang dapat mempenagruhi 
berjalannya sebuah kebijakan mulai dari sumberdaya manusia dan sumberdaya 
non-manusia,  komunikasi pihak Dinas Pendidikan selaku implementator dengan 
lembaga pendidikan, Struktur Birokrasi yakni ada sebuah pembagian kewenangan 
agar sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain, Disposisi dimana 
dinas pendidikan membagi tugas untuk pelaksaan atau implentasi sesuai dengan 
jenjang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian 
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya PIP dibagi menjadi 
2 yakni faktor Pendukung dan penghambat. Yang pertama yakni faktor 
pendukung setidaknya terdapat 5 fakor atau variabel yang dapat mendukun 
berjalannya implememtasi mulai dari karateristik agen pelaksana,standar dan 
sasaran kebijakan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, kondisi ekonomi, 
sosial dan politik. Selanjutnya terkait dengan faktor yang menghambat penulis 
dapat menyimpulkan yakni adanya ketidaktepat sasarannya kebijakan ini serta 
sering telatnya pencairan dana akibat dari kurang pahamnya masyarakat  dalam 
proses pencairan dana. 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Bantuan Dana 
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Fatoni,2019. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat 
(Studi Kasus Penerima Program Indonesia Pintar Di Kelurahan Ujung, Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya). Thesis of Political Science Study Program, Faculty of 
Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. 
This research begins with the interest of researchers in seeing that there is an 
inaccurate target of this smart Indonesia program in Ujung Kelurahan, Semampir 
City, Surabaya.  There are two formulations of the problem related to this research 
1.) How is the Implementation of Permendikbud Number 19 of 2016 concerning 
the Smart Indonesia Program in Improving the Quality of Community Education in 
Ujung Kelurahan, Semampir District, Surabaya, 2.) What factors support and 
hinder the implementation of Permendikbud  Number 19 of 2016 concerning the 
Smart Indonesia Program in Improving the Quality of Community Education in 
Ujung Village, Semampir District, Surabaya City.  The purpose of this study is to 
find out how the implementation and the factors that support and hinder the 
implementation of Permendikbud No. 19 of 2016 in Ujung Kelurahan, Semampir, 
Surabaya.  To answer these problems the researchers used descriptive qualitative 
methods.  In this qualitative study the researchers used data collection techniques 
such as observation, interviews, documentation.  The theory used uses the George 
Edward III Implementation Theory and the Van Meter and Van Horn 
Implementation Theory.   
The results of this study show that, the processes in implementing a policy have 
been carried out by various parties in order to carry out a policy that has been issued 
by the central government so that the quality of public education can change.  there 
are at least 4 factors that can affect the operation of a policy ranging from human 
resources and non-human resources, communication from the Education Office as 
the implementator with educational institutions, bureaucratic structure, namely 
there is a division of authority so that a policy does not overlap with other parties, 
the disposition of where the department  education divides the tasks for the 
implementation or implementation in accordance with the level of education in the 
Surabaya City Education Office.  Then related to the factors that influence the 
running of PIP is divided into 2 namely Supporting and inhibiting factors.  The first 
is that there are at least five factors or variables supporting factors that can support 
the implementation of implementation starting from the characteristics of 
implementing agencies, standards and policy objectives, relations between 
organizations, resources, economic, social and political conditions.  Furthermore, 
related to factors that hinder the author can conclude, namely the inaccuracy of the 
objectives of this policy and the frequent disbursement of funds due to lack of 
understanding of the community in the process of disbursing funds. 
Keywords: policy implementation, smart Indonesia Program, Fund assistance 
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A. Latar Belakang 
Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan 
sarana yang sangat efektif guna membentuk sifat maupun pribadi individu 
ini dapat ditinjau dari sisi keberhasilan ataupun akhlak individu untuk 
berusaha mencapai sasuatu hal, suasana yang demikian akan 
mengharuskan sebuah lembaga pendidikan harus bisa menunjukkan 
kepada masyarakat akan keberhasilan dan prestasi yang pernah diraihnya.1 
Keberhasilan sebuah pendidikan dapat dikatakan sebagai keberhasilan 
sebuah sistem pendidikan yang saling berkaitan dengan unsur pendidikan 
yang satu dan unsur pendidikan yang lain sehingga unsur pendidikan 
tersebut harus saling menunjang, baik keberhasilan secara efektif, kognitif, 
psikomotorik  maupun keberhasilan secara spiritual yang telah menjadi 
icon dan selalu menarik untuk diperbincangkan serta dikritik demi 
kemajuan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu baik di 
kalangan pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan atau lain 
sebagainya. Hal ini berjalan beriringan dengan perkembangan zaman dan 
teknologi yang semakin hari semakin pesat, yang syarat dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa 
salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 
                                                             
1 Suwito dan Fauzan (Ed), Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan, (Bandung:Angkasa, 2003), 
hlm. 5-6 

































ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan 
yang sangat penting   dalam   pengembangan   kualitas   sumber daya 
manusia di lingkungan sosial. Pendidikan juga merupakan modal dasar 
sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah serta 
berperan strategis dalam menyiapkan  generasi  yang  berkualitas  untuk  
kepentingan  masa  depan bangsa.  Ketika tingkat pendidikan dikatakan 
tinggi, setidaknya menggambarkan bahwa pola pikir dan peradaban 
masyarakat di daerah tersebut juga tentunya sudah baik. Upaya-upaya 
pemerintah mengenai pendidikan perlu dihargai. Namun juga perlu 
komitmen dan konsistensi pelaksanaan yang jelas dan tepat sasaran di 
tataran sekolah. Tujuannya agar peningkatan mutu sekolah, sehingga 
lulusan-lulusan yang handal akan terpenuhi. Keberhasilan pelajar ini dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor individu itu sendiri, 
guru, sarana dan prasaranapembelajaran, serta lingkungan. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan 
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dan 
dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa 
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

































martabat manusia”.2 Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945, berbagai upaya sudah dijalankan oleh 
pemerintah guna memutus mata rantai kemiskinan yang kian lama kian 
mengancam anak-anak untuk memeproleh pendidikan. Berbagai 
Kebijakan dicanangkan, mulai dari Program  Keluarga  Harapan  (PKH), 
Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada Program Keluarga Harapan ini, 
rumah tangga yang kurang mampu/miskin diberi bantuan uang tunai yang 
sama dengan program Bantuan Langsung Tunai, akantetapi dalam 
Program Keluarga Harapan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dimana 
uang tunai hanya akan diberikan jika dalam keluarga tersebuat ada anak-
anak usia sekolah yang benar-benar masih bersekolah. Untuk sasaran 
Program Keluarga Harapan ini cukup jelas, yaitu agar anak-anak usia 
sekolah dari keluarga miskin atau kurang mampu dapat terjamin haknya 
untuk memperoleh pendidikan yang layak sampai jenjang sekolah 
menengah atas. Dengan adanya pendidikan yang cukup memadai ini 
diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang 
tua serta keluarganya sehingga tidak akan berlanjut ke anak-anak generasi 
selanjutnya. Berikutnya untuk pemberian dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Bantuan dana BOS diharapkan bisa  meningkatkan jumlah 
keikutsertaan peserta didik, namun masih banyak anak–anak usia sekolah 
yang belum dapat bersekolah, putus sekolah serta tidak dapat melanjutkan 
pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya. Dalam hal ini banyak sekali 
                                                             
2Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 

































penyebabnya antara lain kesulitan orangtua atau keluarga dalam 
memenuhi kebutuhan pendidikan mulai dari baju seragam, buku tulis, 
sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak 
dapat ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah. 
Berdasarkan data yang didapat dari web resmi Badan Pusat 
Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mencapai 
474.365,00 jiwa pada tahun 2017.  Jumlah ini mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yang mencapai 438.283,00 jiwa.3 Dalam hal ini penulis 
khususnya sedikit menerangkan tingga pendidikan masyarakat di 
kecamatan semampir yang akan dibagi menjadi 5 kelurahan yang ada di 
wilayah administrasi kecamatan semampir sebagai mana dibawah ini: 
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 














Ampel 5.349 6 5.797 3.851 5.361 
Sidotopo 17.833 62 5.845 2.955 4.219 
Pegirian 8.151 3180 6.087 5.047 82.83 
Wonokusumo 3.403 1.919 18.369 18.67 15.841 
Ujung  17.697 2.043 5.587 2.568 1.542 
Jumlah  52.433 7.210 41.685 32.688 35.246 
Sumber : Kecamatan Semampir Dalam Angka 2018 
 
 
                                                             
3https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1264/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-
2015---2017.html diakses pada 20 September 2018 jam 13:47 

































Dalam tabel tersebut terlihat tingkat pendidikan yang ditamatkan 
oleh masyarakat kelurahan ujung menjadi yang rendah diantara kelurahan 
yang ada. Maka dari itu penulis mencoba mencari jawaban atas data yang 
telah diperoleh guna mencari sebab-sebab terjadi nya hal tersebut.  
Kelurahan Ujung adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kota 
Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Sebagian besar penduduknya merupakan 
urbanisasi dari utara Kota Surabaya. Menurut data sensus BPS Surabaya 
pada tahun 2016 Jumlah penduduk di Kelurahan Ujung mencapai 35.416 
jiwa. 
Dengan luas 1,62 km2 Kelurahan Ujung merupakan kecamatan 
dengan tingkat kemiskinannya tertinggi di Kota Surabaya. Kemiskinan 
merupakan suatu permasalahan atau isu-isu penduduk yang banyak terjadi 
pada penduduk dengam perekonomian yang rendah di suatu daerah atau 
kawasan karena disebabkan oleh berbagai hal. Selain itu jika melihat 
kondisi yang ada terkait dengan pendidikan yakni sarana dan prasarana di 
Kelurahan Ujung juga terdapat kendala yakni tidak adanya Sekolah 
Menengah Atas (SMA) sehingga dalam hal pendidikan juga kurang 
memadai. 
Selain tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) salah satu 
faktor yang juga  dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan ini yaitu 
banyaknya penduduk yang memiliki pendapatan yang rendah, dan 
didukung dengan banyaknya penduduk yang datang untuk mencari 
pekerjaan tetapi tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang matang 

































sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan sangat ketat Sehingga munculnya pengangguran. 
Dalam berbagai kesempatan yang ada masyarakat miskin dalam 
mendapatkan pendidikan yang layak terlihat masih belum merata kesemua 
elemen. Menurut Hadi Supeno menjelaskan pendidikan yang sebelumnya 
dianggap sangat mulia, sehingga dianggap bisa membebaskan masyarakat 
dari jeratan kemiskinan, tapi saat ini dijadikan  alat dari sebuah sistem 
masyarakat yang kapitalis.4 Pendidikan saat ini hanyalah milik mereka 
yang mampu, serta mereka yang berasal dari kelas menengah atau kelas 
atas. Kini pendidikan sudah menjadi sebuah barang mewah, dengan harga 
yang begitu mahalnya. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah 
menjamin bahwa “fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh 
Negara”. Dalam kalimat tersebut kita dapat menkajinya pada tataran 
empiris sehari- hari yang hanyalah sebuah cita – cita yang kita sendiri 
tidak tahu sampai kapan akan terjadi dan bisa merata sampai lapisan 
masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin atau kurang 
mampu. Kemudian menurut Muhammad Saroni  bahwa para elite politik 
di tingkat pusat maupun tingkat daerah masih bergelut pada kepentingan 
masing – masing sehingga kepentingan masyarakat miskin yang telah 
menjadi amanat untuk mereka malah terabaikan.5Ini berakibat, masyarakat 
                                                             
4 Hadi Supeno, Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan, (Magelang: Pustaka Paramedia, 1999), 
Hlm. 11 
5 Muhammad Saroni, Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan dalam 
Kesempatan Berpendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Hlm.  7 

































miskin harus terpaksa berjuang sendiri untuk berhadapan dengan dinamika 
kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka. 
Masalah pembiayaan pendidikan akan selalu menjadi masalah 
yang sangat krusial bagi masyarakat, khususnyaterdapat pada lapisan 
masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya menurut Saroni  mengatakan 
bahwa mereka dalam hal ini adalah masyarakat miskin atau kurang 
mampu yang sering menjadi korban dari mahalnya biaya pendidikan. 
Masyarakat dalam kelompok lapisan ini sering menjadi penonton yang 
berada di pinggir lapangan pendidikan karna mereka tidak mampu 
membeli karcis untuk mendapat kursi penonton yang nyaman bagi 
mereka.6 
Berdasarkan analisa dan data-data sederhana yang telah dipaparkan 
oleh penulis di atas yang menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk 
menganalisa lebih lanjut dan menjadikanya sebuah karya ilmiah dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Implementasi PermendikbudNomor 19 
Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Penerima Program 





                                                             
6Ibid, Hlm. 27 

































B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang 
dapat diangkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir 
Kota Surabaya? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 
dalamImplementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Program Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Masyarakat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah keinginan penulis guna untuk 
mengetahui indikator-indikator yang selanjtnya ditemukan dalam 
penelitian. Oleh karna itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di 
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
dalam implementasi program kartu Indonesia pintar.  
 
 

































D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoretis  
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dan dapat 
memberikan informasi, wawasan serta menambah kepustakaan 
dalam dunia pendidikan terutama mengenai implementasi 
Kebijakan Program Indonesia Pintar. 
2. Manfaat secara praktis 
a. Bagi Dinas Pendidikan  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil 
keputusan terkait dengan Kebijakan Program Indonesia Pintar.  
b. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan bisa dan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan pelayanan 
serta pelaksanaan tugas kepada masyarakat yang 
membutuhkan.   
c. Bagi Penulis  
Selanjutnya bagi penulis sendiri dirahapkan dapat 
menambah wawasan mengenai implementsi Program Indonesia 
Pintar. kemudian  dapat dijadikan sebagai bahan informasi 
tambahan untuk penelitian selanjutnya. Dan penulis harapkan 
dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi 
tambahan bagi perencanaan kebijakan. 

































E. Definisi Konseptual 
1. Implementasi 
Implementasi biasanya akan dilakukan setelah sebuah kebijakan 
yang telah dirumuskan, dalam proses pembuatan kebijakan ini 
merupakan sebuah aktivitas dalam rangka menjalankan sebuah 
kebijakan kepada masyarakat umum sehingga kebijakan tersebut dapat 
membawa sebuah hasi yang telah diinginkan masyarkat.7 Kemudian 
Menurut Usman mengatakan bahwa“sebuah implementasi akan 
bermuara pada sebuah aktivitas, tindakan, aksi atau adanya sebuah 
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas , 
tapi sebuah kegiatan yang telah terencana dan untuk mencapai tujuan 
tertentu.8” 
Selanjutnya Guntur berpendapat bahwa: 
“implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling 
menyesuaikan dalam sebuah proses interaksi antara tujuan serta 
tindakan  untuk mencapainya dan memerlukan jaringan 
pelaksana dan birokrasi yang cukup efektif.”9 
Oleh karna itu melihat pengertian implementasi yang telah 
dikemukakan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
adalah sebuah proses untuk melaksanakan ide, proses aktivitas baru 
dengan harapan orang lain bisa menerima serta dapat melakukan 
                                                             
7 Affan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), Hlm. 295 
8 Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: Grasindo. 2002), Hlm. 70 
9 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka. 2004), 
Hlm 39 

































penyesuaian dalam tubuh birokrasi guna terciptanya sebuah  tujuan 
yang dapat tercapai dengan adanya jaringan pelaksana yang dapat 
dipercaya. Ditambahkan lagi oleh Hanifah Harsono dalam bukunya 
yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan 
pendapat bahwa: 
“Implementasi atau pelaksanaan sebagai sebuah proses guna 
menjalankan kebijakan menjadi suatu tindakan kebijakan dari 
politik ke dalam administrasi. Pengembangan dari sebuah 
kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatuprogram yang telah 
ada sebelumnya.”10 
Selanjutnya dari berbagai pengertian-pengertian yang telah 
dijabarkan  diatas memperlihatkan jika kata implementasiadalah 
sebuah mekanisme yang ada pada suatu sistem. Kemudian berdasarkan 
pendapat dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi 
merupakan sebuah kegiatan yang telah terencana, dan bukan hanya 
sebuah aktifitas dan akan dilakukan secara baik dan benar dengan 
berdasarkan norma-norma tertentu guna untuk  mencapai tujuan 
kegiatan. Sebab itu,impelementasi tidak akan berdiri sendiri tetapi 




                                                             
10 Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya. 
2002), Hlm. 67 

































2. Kebijakan  
Pengertian kata kebijakan  atau yang ada dalam bahasa ingris dan 
sering kita sebut dengan istilah policy yang kemudian jika didalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kebijakan bisa diartikan sebagai 
rangkaian konsep serta asas  yang telah menjadi garis besar serta dasar 
suatu rencana atau ide dalam melaksanakan suatu kepemimpinan, 
pekerjaan, serta bagaimana cara bertindak.  
Menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino11 
mengartikan bahwa: 
“kebijakan merupakan serangkain tindakan/kegiatan yang dapat 
diusulkan individu, kelompok, atau pemerintah dalam sebuah 
lingkungan tertentu di mana terdapat faktor-fator pendukung 
serta penghambat dalam menjalankan usulan kebijakan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.” 
Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa definisi kebijakan 
sendiri masih menjadi sebuah perdebatan dari para ahli mengenai 
kebijakan. Maka guna untuk memahami berbagai istilah kebijakan 
yang telah ada, solichin Abdul Wahab12 memberikan beberapa acuan 
yakni sebagai berikut : 
a. “Sebuah kebijakan seharusnya dapat dengan sebuah 
keputusan.” 
                                                             
11 Leo Agustino, Dasar- dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 7 
12 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara 
Edisi Kedua, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), Hlm. 40-50 

































b. “Sebuah kebijakan seharusnya tidak serta merta dapat 
dibedakan dari administrasi.” 
c. “Kebijakan juga mencakup sebuah perilaku dan harapan-
harapan dari pembuat kebijakan.” 
d. “Kebijakan juga mencakup ketiadaan sebuah tindakan 
ataupun adanya sebuah tindakan,” 
e. “Kebijakan seharusnya juga mempunyai hasil akhir yang 
akan dicapai dan telah direncanakan.” 
f. “Setiap kebijakan memiliki haruslah tujuan atau sasaran 
tertentu baik implisit atau pun eksplisit.” 
g. “Sebuah kebijakan muncul dari sebuah proses yang 
berlangsung sepanjang waktu.” 
h. “Sebuah kebijakan seharusnya juga meliputi hubungan-
hubungan yang bersifat intra organsisasi maupun juga 
bersifat antar organisasi yang ada pada sebuah negara.” 
i. “Sebuah kebijakan publik meski tidak secara ekslusif 
menyangkut peran kunci bagi lembaga-lembaga yang 
ada.” 
j. “Sebuah kebijakan itu didefinisikan maupun di rumuskan 
secara subyektif.” 
3. Implementasi Kebijakan. 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. 

































Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan 
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 
kebijakan publik tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program 
program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan 
akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan 
masyarakat.   
Van Meter dan Van Horn dalam budi winarno13 mengartikan 
bahwa“implementasi kebijakan publik sebagai sebuah tindakan-
tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.” 
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino14“implementasi 
kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan.” 
 Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah-
masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan 
sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan 
atau mengatur proses implementasinya. Berdasarkan rumusan 
implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka 
implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan 
                                                             
13Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, (Jakarta: PT Buku Kita. 2008), Hlm 146-
147 
14 LeoAgustino, Dasar- dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta. 2008), Hlm. 196 

































kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah 
disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan 
tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat 
memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi 
sasaran program.  
Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino15 mengatakan 
bahwa“implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan 
kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang.” 
Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai 
pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, 
organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-
sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh 
kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 
sangat penting dalam keseluruhan strukur kebijakan karena melalui 
prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi 
tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.  
Menurut Bressman dan Wildansky dalam Agustino16 
“Implementasi kebijakan adalah sebuah proses interaksi antara 
sebuah tujuan dan tindakan yang dianggap mampu mencapai 
sebuah tujuan. Implementasi kebijakan adalah proses tahap 
selanjutnya dari tahap formulasi atau perancanngan 
kebijakan.” 
                                                             
15 LeoAgustino, Dasar- dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta. 2008), Hlm. 196 
16Ibid., Hlm.198 

































Ketika pada tahap perancangan atau formulasi ditetapkan strategi 
serta tujuan dari kebijakan sedangkan pada step selanjutnya yakni 
implementasi kebijakan merupakan tindakan (action) yang 
diselenggarakan oleh implementator guna mencapai tujuan yang telah 
diinginkan. 
4. Program Indonesia Pintar 
“Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia 
Pintar yang kemudian disebut PIP merupakan bantuan berupa uang 
tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang 
tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, 
sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa 
Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu 
Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang 
diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ 
identitas untuk mendapat manfaat PIP.” 
“Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal 
terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, 
dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data 

































Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).” 
“Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun 
bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar 
bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi 
orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini 
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah 
dan mencegah anak putus sekolah.” 
Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus 
sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. 
Pengalokasian dana bantua ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan 
pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk 
membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan 
lain- lain.   
5. Kualitas Pendidikan 
“Menurut istilah, kata kualitas berarti mutu, yaitu tingkat baik 
buruknya sesuatu.17akan tetapi banyak pakar dan organisasi yang 
mencoba mendefinisikan kualitas (mutu) berdasarkan sudut 
pandangnya masing-masing. Joseph Juran mengatakan bahwa“kualitas 
merupakan kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use).”Ini berarti 
                                                             
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), Hlm. 603 

































bahwa sebuah produk atau jasa seharusnya sesuai dengan apa yang 
diperlukan ataupun diharapkan oleh pengguna atau yang menikmati.” 
Menurut Edward Deming: 
“Suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan 
kebergantungan pada biaya rendah dan sesuai dengan 
pasar.”18 
Welch Jr mengatakan bahwa  
“Kualitas adalah jaminan kesetiaanpelanggan, pertahanan 
terbaik melawan saingan dari luar, dan satu-satunya jalan 
menuju pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng.” 
Dari beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan oleh penulis 
terdapat beberapa kesamaan yakni kualitas meliputi usaha memenuhi 
atau melebihi harapan pelanggan, kualitas menyangkut produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan, serta kualitas merupakan kondisi 
yang selalu berubah. 
Lain halnya jika Menurut Permadi bahwa:  
“Mutu dari sebuah jasa pendidikan lebih bersifat relatif atau 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bukan bersifat 
absolute.” 
Dengan kata lain, mutu pendidikan akan baik dan memuaskan jika 
sesuai atau melebihi kebutuhan para pelanggan yang bersangkutan. 
                                                             
18 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 226-227 

































Dalam pendidikan, yang dimaksud dengan pelanggan atau klien 
(client) dibagi menjadi dua, yakni pelanggan internal(internal 
Customer) dan pelanggan eksternal(eksternal costumer). 
a. Pelanggan internal (internal custeomer) adalah individu atau 
kelompok yang berada dalam organisasi sekolah, yaitu guru, staf 
tata usaha, pesuruh (office boys) cleaning service, pelayan ternis 
dan komponen lainnya. 
b. Pelanggan eksternal (eksternal costumer) adalah orang-orang 
yang berada di luar organisasi sekolah yang memperoleh 
layanan dari sekolah. Pelayanan eksternal dibagi menjadi dua 
macam, yakni:  
1) “Pelanggan primer (primary costumer) adalah pelanggan 
utama, yakni orang-orang yang langsung bersentuhan 
dengan jasa-jasa pendidikan yang diberikan oleh sekolah, 
seperti peserta didik.” 
2) “Pelanggan sekunder (secondary costumer) adalah pihak-
pihak lain yang secara tidak langsung terimbas dari 
layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, yaitu 
orang tua siswa, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha 
dan industri sebagai pengguna tenaga kerja.”19 
                                                             
19 Nanang Hanafiah Dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Rafika 
Aditama, 2009), Hlm. 81-83 






































A. Penelitian Terdahulu 
Dalam penulisan karya ilmiah ini ada Penelitian terdahulu 
yang dianggap relevan digunakan guna sebagai bahan atau referensi 
serta guan menghindari pengulangan kajian yang sama pada penelitian  
No. Nama Keterangan Analisa 
1. N. Eni Rohaeni 
dan Oyon 
Saryono 




Juni 2018 Volume 2 










(PIP) Melalui Kertu 
Indonesia Pintar 
(KIP) Dalam Upaya 
Pemerataan 
Pendidikan”. 
“Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi kebijakan 
Program Indonesia Pintar (PIP) melalui 
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam 
upaya pemerataan pendidikan. Penelitian 
ini menggunakan kualitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui 
bahwa Implementasi Kebijakan Program 
Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia 
Pintar dalam upaya pemerataan 
pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya 
dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten 
Tasikmalaya dilaksanakan denga cukup 
baik, hal ini dapat dilihat dari anadaya 
tim atau koordinator yang berfungsi 
sebagai pengelola dana Kartu Indonesia 
Pintar yang telah bekerja berdasarkan 
tugas dan fungsi masing-masing. 
Kemudian Hal lain yang ditandai dengan 
siswa yang menerima dana artu 
Indonesia Pintar telah  memenuhi kriteria 
atau kondisi keluarga siswa yang 
ditentukan dari kepemilikan Kartu 
perlindungan Sosial (KPS) yang 
selanjutnya siswa yang tidak bersekolah 
atau pendidikannya terhenti karna 
terkendala masalah pembiayaan dapat 
bersekolah kembali sehingga dapat 
terwujud pendidikan yang merata 
kesemua elemen. Selanjutnya faktor-
faktor pendukung berjalannya 
implementasi kebijakan Program 
Indonesia Pintar ini melalui Kartu 
Indonesia Pintar: yakni informasi dari 
pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Tasikmalaya yang secara 
rutin ke sekolah dan juga secara online. 
Kemudian Dapodik digunakan 



































pemerintah sebagai salah satu indikator 
untuk mementukan sasaran penerima 
Program Indonesia Pintar melalui Kartu 
Indonesia Pintar, serta dengan adanya 
rasa saling percaya antara pihak sekolah 
dengan pihak siswa penerimaserta orang 
tua terhadap pemanfaatan dana yang 
telah diberikan, siswa juga menjadi lebih 
aktif serta rajin ke sekolah karena semua  
kebutuhan sekolahnya telah terpenuhi 
dengan baik. Selain faktor pendukung 
tentu juga ada faktor penghambat antara 
lain: evaluasi program Program 
Indonesai Pintar melalui Kartu Indonesia 
Pintar yang telah dijalankan pada setiap 
periode program menyebabkan adanya 
perubahan khususnya pada mekanisme 
atau pun aturannya, pemnfaatan dana 
Kartu Iindonesia Pintar ini kurang tepat, 
dan kesulitan untuk mengumpulkan 
kuitansi atau bukti pemanfaatan dana 
Kartu Indonesia Pintar.20” 
2. Lidia Lusiana Jurnal Administrasi 
Negara Volume 6 
Nomor 1, 2018: 
6991-7005. 
Mahasiswa Program 
Sarjana Srata 1 
Administrasi Negara, 
Fakultas Ilmu Sosial 









Paser Utara (Studi 
Kasus di SDN 011 
dan SDN 013)”. 
“Penelitian dalam jurnal administrasi 
negara ini menganalisis terkait 
implementasi Program Indonesia Pintar 
(PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan 
Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara 
(Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013) 
dan juga untuk mengetahui faktor-faktor 
pendukung dan penghambatnya. 
pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Kemudian untuk hasil dalam penelitian 
ini dapat diketahui bahwa dalam 
menjalankan Program Indonesia Pintar 
(PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan 
Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara 
(Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013) 
ternya masih belum optimal dan masih 
terdapat kendala dalam menjalankanya 
seperti contoh masih banyak siswa yang 
kurang mampu atau miskin tidak 
mempunyai Kartu Indoensia Pintar (KIP) 
selain itu Kartu Indonesia Pintar ini 
masih menjadi sebuah prioritas untuk 
dapat memperoleh bantuan Program 
Indonesia Pintarserta sosialisasi yang 
tlah dilakukan juga belum maksimal 
diberikan kepada orangtua calon 
penerima Kartu Indonesia Pintar. 
kemudianfaktor-faktor pendukung dalam 
                                                             
20N. Eni Rohaeni, Oyon saryono, “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemertaan Pendidikan”, (Journal of 
Education Management & Administrasi Review, Juni 2018 Volume 2 Nomor 1). 



































Program Indonesia Pintar di SDN 011 
dan SDN 013 Sepaku yakni adanya 
sebuah kerjasama dari pihak sekolah 
yang secara langsung membantu 
orangtua siswa penerima jika ada 
kesulitan atau ketidakpahaman, 
kemudian faktor lainnya adalah 
tersedianya sarana pendukung sebagai 
contohnya yakni komputer yang 
digunakan untuk memasukkan data dari 
para calon penerima bantuan, sedangkan 
untuk faktor penghambatnya yakni 
penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
sebagai salah satu syarat untuk menerima 
Program Indonesia Pintar ini belum tepat 
sasaran karna masih tidak sesuan dengan 
kondisi yang ada di masyarakat dan 
jumlah penerima yang telah 
diusulkan.21” 
3. Rini Septiani 
Astuti 
Jurnal Kebijakan 
Pendidikan Edisi 2 
Volume.VI  Tahun 
2017. Mahasiswa 














Ajaran 2015/2016 Di 
SMP N 1 SEMIN”. 
“Penelitian ini berusaha untuk 
menganalisa jalannya implementasi 
kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam 
upaya untuk pemerataan pendidikan 
yang dilihat dari implementasi Kartu 
Indonesia Pintar, syarat penerima, 
strategi untuk mengimplementasikan dan 
faktor-aktor yang mendukung serta 
menghambat. Pada penelitian ini 
menggunakan kualitatif deskriptif. 
Kemudian untuk hasil penelitian ini 
dapat diketahui bahwa sasaran Kartu 
Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin 
yakni siswa yang memiliki kartu Kartu 
indoensia Pintar ada sebanyak 161 siswa. 
Secara tidak langsung 
pengimplementasian Kartu Indonesia 
Pintar ini dapat mendukung upaya 
pememrintah untuk melakukan 
pemerataan pendidikan, ini dapat dilihat 
dari siswa yang menerima dana Kartu 
Indoensia Pintar telah syarat-syarat 
kondisi keluarga siswa penerima yang 
ditentukan dengan adanya kepemilikan 
Kartu Perlindung Sosial sehingga siswa 
yang tidak sekolah atau pendidikannya 
terhenti karna terhalang biaya dapat 
bersekolah kembali serta akan 
terwujudnya pendidikan yang merata 
kesemua elemen. Kemudian untuk 
faktor-faktor pendukung implementasi 
Kartu Indonesia Pintar ini adalah 
                                                             
21Lidia Lusiana, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP)  di Desa Sukomulyo Kecamatan 
Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)”, (Jurnal 
Administrasi Negara Volume 6 Nomor 1, 2018:6991-7005). 



































informasi dari pihak dinas yang secara 
rutin ke sekolah serta secara online, 
Dapodik digunakan pemerintah 
khusunya dinas pedidikan sebagai salah 
satu indikator untuk mementukan 
sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar, 
selain itu juga adanya sebuah rasa saling 
percaya antara pihak sekolah dengan 
siswa penerima beserta orang tua siswa 
penerima dalam pemanfaatan dana 
bantuan Kartu Indonesia Pintar. Untuk 
faktor-faktor yang menjadi penghambat 
dalam mengimplementasian program ini 
adalah: evaluasi program Kartu 
Indonesia Pintar yang dilakukan pada 
setiap periode program, ini menyebabkan 
terjadinya penyelewengan dana bantuan 
Kartu Indonesia Pintar, serta hal yang 
paling menjadi penghambat yakni 
pemerintah kesulitan dalam 
mengumpulkan bukti penggunaan dana 
bantuan Kartu Indonesia Pintar.22” 
4. Lilis Novia 
Saraswati 
Jurnal Administrasi 
Negara Volume 5 





Fakultas Ilmu Sosial 






(PIP) Pada Jenjang 




“Penelitian ini mengkaji mengenai 
tentang implementasi Kebijakan 
Program Indonesia Pintar (PIP) pada 
jenjang sekolah dasar. Metode yang 
digunakan adalah kualitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah 
implementasi Program Indonesia Pintar 
(PIP) pada jenjang sekolah Dasar di 
Kecamatan Sungai Pinang Kota 
Samarinda belum berjalan maksimal 
sebagaimana mestinya hal ini terlihat 
dari beberapa faktor yang menghambat 
pelaksanaan kebijakan Program 
Indonesia Pintar sehingga belum sesuai 
dengan pedoman yang terdapat dalam 
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia 
Pintar, diantaranya data yang digunakan 
dalam penentuan siswa calon penerima 
Kartu Indonesia Pintar masih kurang 
akurat, waktu pencairan dana bantuan 
Program Indonesia Pintar yang 
terlambat, kegiatan sosialisasi yang 
masih kurang optimal dilakukan, 
lamanya waktu verifikasi kepemilikan 
Kartu Indonesia Pintar, serta masih 
rendahnya kesadaran wali murid tentang 
                                                             
22 Rini septiani astuti, “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya 
Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP N 1 SEMIN”, (Jurnal Kebijakan 
Pendidikan Edisi 2 Volume.VI  Tahun 2017). 
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Siswa Miskin Sekolah 
Dasar (BSM SD) di 
Kecamatan Sambas”. 
“Peneilitian ini menganalisi tentang 
Implementasi Program Bantuan Siswa 
Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) di 
Kecamatan Sambas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini kualitatif 
deskriptif. Kemudian dari penelitian ini 
dapat diketahui bahwa ada bebrapa 
faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat implementasi contohnya 
seperti komunikasi (communication), 
sumberdaya (resources), disposisi 
(disposition), dan struktur birokrasi 
(bureaucratic structur) dari faktor 
tersebut yang memang sangat 
mempengaruhi efektifitas dari sebuah 
pelaksanaan atau implementasi dari 
Program Bantuan Siswa Miskin. Akan  
tetapi selain faktor diatas ada pula faktor 
eksternal contohnya seperti kurangnya 
partisipasi dari pihak orang tua siswa 
juga sangat mempengaruhi dalam proses 
berjalannya sebuah kebijakan program 
bantuan siswa miskin pada jenjang 
sekolah dasar dengan baik dan efektif. 
Sehingga secara langsung maupun tidak 
langsung tentunya sangat dibutuhkan 
peningkatan dalam partisipasi dari orang 
tua siswa miskin atau kurang mampu 
agar kebijakan ini dapat berjalan dengan 
baik tersebut. Pihak yang mendapat 
tanggungjawab untuk menjalankan 
akhirnya dituntut membuat atau 
menemukan sebuah strategi guna 
meningkatkan partisipasi orang tua siswa 
penerima bantuan, salah satu caranya 
yakni lebih meningkatkan koordinasi 
dengan kepala Desa sebagai pihak yang 
mengeluarkan  Kartu Perlindungan 
Sosial sebagai salah satu syarat yang 
paling utama penerima Bantuan Siswa 
Miskin. 24” 
6. Sri Esnawati Penelitian ini 
dilakukan oleh Sri 
Esnawati pada tahun 
2014 dalam skripsi 
yang berjudul 
“Implementasi 
“Penelitian ini menganalisis tentang 
“Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) tahun Pelajaran 
2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian 
                                                             
23Lilis Novia Saraswati, “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang 
Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”, (Jurnal Administrasi Negara 
Volume 5 Nomor 4 2017. 6737-6750). 
24Ghafur Kharisma Ramadha, “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 
(BSM SD) Di Kecamatan Sambas”, (Volume 3 Nomer 4 Tahun 2014). 




































Siswa Miskin (BSM) 
tahun Pelajaran 





ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa saaran BSM di 
SMP N 15 Yogyakarta adalah siswa 
yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 
siswa. Mekanisme pengusulan dimulai 
dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke 
Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan 
memverifikasi data siswa pemilik Kartu 
BSM untuk dikrim ke Kemdikbud 
melalui Disdik Kota Yogyakarta. Dana 
BSM diambil secara kolektif oleh Guru 
BK dengan membawa surat kuasa yang 
ditandatangani oleh siswa. Dana BSM 
diserahkan oleh Guru BK kepada siswa 
dan disaksikan oleh orang tua siswa. 
Dana BSM manfaatkan oleh siswa untuk 
membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, 
dan pianika. Faktor pendukung 
implementasi: informasi yang diberikan 
secara rutin dari dinas ke sekolah, 
adanya rasa saling percaya terkait 
pemanfaatan dana, penggunaan Data 
Pokok Pendidikan dan Basis Data 
Terpadu mampu meningkatkan 
keakuratan sasaran. Faktor penghambat: 
pelaksana kebijakan di sekolah kurang 
beradaptasi dengan mekanisme baru, 
kurangnya pembinaan bagi siswa 
penerima bantuan, sulitnya 
mengumpulkan kuitansi pemanfaatan 
dana BSM dari siswa, terbatasnya 
dokumen atau arsip sekolah terkaitu 
BSM.  Adapun hasil penelitian yang 
dibuat oleh Sri Esnawati adalah 
implementasi KIP, adapun persamaan 
yang dilakukan oleh penulis adalah 
mendeskripsikan pelaksanaan KIP di 
Sekolah. Perbedaannya adalah penelitian 
ini berfokus pada proses dan mekanisme 
KIP, sedangkan penulis implementasi 





                                                             
25  Sri Esnawati, Skripsi “Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 
2012/2013 Di SMP N 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Jurusan 
Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
Tahun 2014. 



































ini. Berikut ini adalah hasil karya dengan tema yang hampir 
sama:  
Sedangkan penelitian ini adalah “Implementasi 
PermendikbudNomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia 
Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (Studi 
Kasus Penerima Program Indonesia Pintar di Kelurahan Ujung, 
Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Fokus penelitian ini adalah 
studi terhadap implementasi program indonesia pintar di kelurahan 
ujung kecamatan semampir kota surabaya. Penelitian ini akan 
mengkaji bagaimana  inplementasi dan kendala apa yang menghambat 
berjalannya kebijakan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program 
Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Masyarakatdi Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya. Perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu 
yang telah dijelaskan diatas yaitu informan penlitian adalah dinas 
pendidikan kota surabaya yang menaungi langsung berjalannya 
program indonesia pintar. 
B. Kajian Pustaka 
1. Program Indonesia Pintar 
“Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan 
pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah 
Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan 
tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan 



































kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. 
Pemerataan pendidikan dilakukan dengan upaya agar semua 
lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal 
usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa 
tetap sama. “ 
“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah 
satu upaya perluasan pemerataan pendidikan dengan membentuk 
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin 
untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus 
sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. 
Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam 
memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi 
ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dana 
Program Indonesia Pintar (PIP) ini diberikan kepada siswa-siswi 
yang kurang mampu dalam hal pembiayaan sekolah mulai dari 
tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. “ 
Menurut Arif Rohman mengungkapkan bahwa: 
“Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan 
keputusan kebijakan. Implementasi juga berarti sebagai 
keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 



































atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan 
kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.”26 
Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui 
pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang 
berbeda antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang 
direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.  
Peter De Leon Linda De Leon mengemukakan bahwa : 
“Implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 
tiga generasi yaitu generasi pertama adalah memahami 
implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang 
terjadi diantara kebijakan dan eksekusinya, lalu generasi 
yang kedua adalah memahami implementasi kebijakan 
sebagai tugas yang diperintah dari atasan untuk birokrasi 
bawahnya yang sifatnya berupa kewajiban untuk 
dilaksanakan, dan generasi ketiga adalah memahami bahwa 
proses keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
aktor/pelaksana kebijakan itu sendiri.”27 
Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, merurut 
Charles O. Jones  menyatakan bahwa selalu ada dua aktor yang 
terlibat didalam implementasi, yaitu :28 
                                                             
26 Arif Rohman,  Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), Hlm. 
206 
27 H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
Hlm. 212 
28 Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), Hlm. 
160 



































a. “Beberapa orang di luar para birokrat yang mungkin terlibat 
dalam aktivitas implementasi;” 
b. “Para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, 
disamping tugas-tugas implementasi;” 
2. Landasan Hukum Program Indonesia Pintar 
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sebagai berikut : 
a. “Peraturan Presiden (PP) Nomor 2 Tahun 2105 tentang 
Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional.” 
b. “Peraturan Presiden (PP) Nomor 166 Tahun 2014 tentang 
program percepatan penanggulangan kemiskinan.” 
c. “Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2014 tentang 
pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera , 
program Indonesia pintar , dan program Indonesia sehat 
untuk membangun keluarga sehat.” 
d. “Peraturan menterikeuangan republik Indonesia nomor 
254/PMK 05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada 
kementerian /lembaga;” 
e. “Peraturan menteri pendidikan dan kedudayaan nomor 12 
tahun 2015 tentang program  indonesia pintar.” 
f. “Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 79 
tahun 2015 tentang data pokok pendidikan;” 



































g. “Pengaturan dirjen perbendahaan nomor per-16/PB/2012 
tentang petunjuk pelaksanaan pencairan dan penyaluran 
dana bantuan siswa miskin dan beasiswa bakat dan 
prestasi.” 
h. “Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja 
DIREKTORAT pembinaan SD tahun 2016 nomor ; 
023.03.666011/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta 
revisinya.”  
i. “Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja 
DIREKTORAT pembinaan SMP tahun 2016 nomor 
;023.03.666032/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta 
revisinya.”  
j. “Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja 
DIREKTORAT pembinaan SMAtahun 2016 nomor 
;023.03.1.419514/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta 
revisinya.”  
k. “Daftar isian pelaksanaan [DIPA] satuan kerja 
DIREKTORAT pembinaan SMK tahun 2016 nomor 
;023.03.1.419515/2016 tanggal 7 desember 2015 beserta 
revisinya.”   
l. “Keputusan menteri agama RI nomor 14 tahun 2015 tentang 
pedoman program Indonesia pintar pada kementerian agama 
sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri agam 



































nomor 258 tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan 
menteri agama RI nomor 14 tahun 2015.”  
m. “Peraturan menteri agama RI nomor 54 tahun 2014 tentang 
perubahan atas peraturan menteri agama nomor 1tahun 
2013 tentang sekolah menengah agama katolik.” 
n. “Keputusan direktur jendral pendidikan islam nomor 1022 
tahun 2016 tentang buku petunjuk pelaksanaan program 
indonesia pintar untuk indonesia untuk siswa madrasah 
tahun anggaran 2016.”      
C. Teori Implementasi Kebijakan 
“Kata implementasi (implementation) berasal dari kata dasar verb 
implement, menurut kamus Oxford-Advanced Learner’s Dictionary 
bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to put something into 
effect(menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat), to 
carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikina 
implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu 
kegiatan, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai 
pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang 
lainnya).29”Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari 
sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Menurut Van Meter dan 
Van Horn mengungkapkan bahwa :30 
                                                             
29Abdul Aziz, Implementasi kebijakan Publik Studi tentang kegiatan pusat infrmasi pada dinas 
komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara, volume 3 Nomor 1 , Juni 2013, hlm. 4 
30Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Presindo, 22002), Hlm. 
102 



































“Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses 
membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu atau kelompok pemerintah maupun swastayang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujaun yang telah ditetapkan 
dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnnya.” 
Dengan demikina tahap implementasi kebijakan mencakup usaha-
usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 
maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besan 
maupun kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi 
kebijakan tersebut. 
1. George C. Edwards III 
“Selain teori yang dijelaskan diatas penulis juga 
menggunakan teori lain yakni teori implementasi dari Edward 
III31 sebagaimana ditulis dalam Joko Widodo32 setidaknya 
mengungkapkan ada empat  variabel atau yang secara langsung 
maupun tidak langsung dapat memepengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat variabel 
atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor 
sumberdaya (resources), komunikasi (communication), serta 
                                                             
31 Edward III, George C. Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, 
Washington, 1980), Hlm. 10 
32 Joko Widodo, Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik, 
(Malang : Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 94 



































struktur birokrasi (bureaucratic structur), disposisi 
(dispositions).” 
a. Sumber Daya 
Edward III menjelaskan bahwa“faktor sumber daya ini 
juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
implementasi sebuah kebijakan.33” 
Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa:  
“bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan- 
ketentuan atau aturan- aturan, serta bagaimanapun 
akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau 
aturan- aturan tersebut, jika para pelaksana 
kebijakan atau implementator yang bertanggung 
jawab untuk menjalankan ataupun 
mengimpementasikan sebuah kebijakan tetapi 
kurang dalam hal sumber-sumber daya untuk 
menjalankan atau melaksanakan pekerjaan secara 
efektif dan baik, maka implementasi dari sebuah 
kebijakan tersebut tidak akan efektif.”34 
b. Komunkasi  
“Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian 
informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi 
                                                             
33 Edward III, George C, Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, 
Washington, 1980), Hlm. 11 
34 Edward III, George C, Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, 
Washington, 1980), Hlm. 11 



































kebijakan berarti merupakan proses penyampaian 
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy 
maker) kepada pelaksana kebijakan (policy 
implementors) agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.” 
c. Struktur Birokrasi  
Lebih lanjut Edward III mengungkapkan bahwa: 
“implementasi kebijakan bisa jadi masih belum 
efektif karena adanya ketidakefisienan struktur 
birokrasi (deficiencies in bureaucratic structure).35”  
Struktur birokrasi ini mencakup aspek- aspek seperti 
pembagian kewenangan ,struktur arganisasi, hubungan 
organisasi dengan pihak lain ataupun organisasi lainnya, 
hubungan antara unit-unit yang ada dalam suatu organisasi.  
d. Disposisi  
Edward III menegaskan bahwa: 
“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya 
ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan 
(implementors) mengetahui apa yang harus 
dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga 
ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi 
                                                             
35 Ibid, 125 



































memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan 
yang sedang diimplementasikan.”  
Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan 
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 
menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini 
akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala 
akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi 
juga dirinya.36 
2. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Untuk dapat menganilas permasalahan yang ada penulis 
mencoba mengainasi dengan teori Meter dan Horn. Kemudian 
Meter dan Horn mengemukakan sebagaimana tertulis dalam 
Subarsono setidaknya ada beberapa faktor atau variabel yang 
dapat mempengaruhi sebuah kinerja implementasi sebuah 
kebijakan antara lain yakni karateristik agen pelaksana, standar 
dan sasaran kebijakan, hubungan antar-orgnanisasi, sumberdaya, 
serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Adapun secara lebih 
jelas akan dijabarkan sebagai dibawah ini:37 
Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup aturan 
birokrasi, asas atau norma, dan bentuk-bentuk hubungan yang 
                                                             
36 Edward III, George C, Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, 
Washington, 1980), Hlm. 53 
37 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 99 



































terjadi di dalam birokrasi yang akan mempengaruhi jalannya 
sebuah kebijakan yang telah dirumuskan 
Terkat dengan standar dan sasaran dari kebijakan 
tersebut setidaknya harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut 
tepat pada apa yang telah direncanakan sehinga tidak terjadi yang 
mananya multiinterpretasi serta dapat dengan mudah 
menimbulkan sebuah konflik di antara para agen implementasi 
atau imlpementator.  
Kemudian jika hubungan antar-organisasi tentu dalam 
banyak program atau kebijakan perlu dukungan dan koordinasi 
dari pihka lain ini dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berhasil 
dang sesuai dengan yang telah direncanakan. 
Sumberdaya. Dalam sebuah mplementasi kebijakan tentu 
perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya non-
manusia atau pun sumberdaya manusia.  
Kondisi ekonomi, sosial, adan politik. faktor ini 
mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat 
mendukung kesuksesan implementasi dari sebuah kebijakan; 
bagaimana sifat dan opini masyarakat yang ada di lingkungan 
tempat sasaran dari kebijakan tersebut, karakteristik para 
partisipan, apakah mendukung ataupun menolak; serta apakah 
para elite politik yang ada dilungkungan tersebut bisa mendukung 
dari implementasi sebuah kebijakan.




































A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif atau descriptive research karena 
bermaksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang 
didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-
pihak yang diteliti. Penelitian ini mengenai implementasi Program 
Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya. 
Menurut Suharsimi Arikunto38 menyatakan bahwa : 
“Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara 
memandang obyek kajian sebagai suatu sistem, artinya obyek 
kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur 
yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena 
yang ada.” 
Terkaik dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni pendekatan studi kasus dimana akan mengekspolrasi “suatu 
kasus/berbagai macam kasus” atau pun”suatu sistem yang saang 
berkaiatan” dari waktu ke waktu melalui pengmpulan informasi 
ataupun data yang mendalam. Dengan arti lain studi kasus adalah 
                                                             
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), Hlm. 29 



































sebuah penelitian dengan mengumpulkan data atau menggali sebuah 
fenomena yang ada dimasyarakat ataupun suatu kejadian yang telah 
terjadi dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu maupum sebuah 
program yang secara terperinci dalam jangka waktu yang telah 
ditentutan. Pendekatan ini dipilh karna dianggap lebih relevan denga 
penelitian ini dimana kedua komponen tersebut menjeniskan kejadian 
berdasarkan sebuah fenomena dari implimentasi suatu kebijakan 
terkait Program Indonesia Pintar dalam  cakupan atau ruang lingkup di 
Kelurahan Ujung.  
Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba untuk 
mwngungkapkan fakta terkait dengan jalannya proses implementasi 
dari program indonesia pintar dan faktor-faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat implementasi dari progran tersebut. 
 
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang 
digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. 
Tempat penelitian tergantung terdahap bidang ilmu yang menjadi 
latarbelakang studi atau konsentrasi ilmu pengetahuan. Lokasi 
penelitian haruslah jelas sehingga dapat melakukan penelitian 
dengan akurat serta efektif.39 
                                                             
39 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 53 





































Menurut Burhan Bungin mengungkapkan bahwa: 
“Penentuan tempat dan waktu penelitian dipertimbangkan 
berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan 
dikaji lebih mendalam.40” 
 Selanjutnya, Penelitian  ini dilaksanakan di Kelurahan Ujung 
Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu dalam membuat penelitian ditempuh selama 3 bulan 
dimulai pada bulan desember 2018 hingga maret 2019.  
 
C. Pemilihan informan dan Pemilihan Objek Penelitian 
1. Pemilihan Informan 
Menurut Suharsimi, Informan penelitian adalah seseorang 
ataupun individu yang menjadi sumber informasi dari sebuah data 
yang kemudian akan dimintai informasinya terkait  dengan 
permasalahan dalam peneltian.41 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalnnya proses 
pengimplementasian program indonesia pintar. Oleh karena itu, 
                                                             
40 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 
148 
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), Hlm. 107 



































informan yang diperlukan pada penelitian ini adalah aktor-aktor 
yang secara langsung maupunn tidak langsung terlibat dalam 
penerapan program Indonesia Pintar yakni meliputi; koordinator 
Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Sekolah Menengah dan 
koordinator Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah 
yang bertanggungjawab dalam proses pengimplentasian Program 
Indonesia Pintar, orangtua penerima Program indonesia Pintar atau 
wali siswa , kemudian yang terakhir adalah siswa penerima kartu 
Indonesia Pintar (KIP). Menurut penulis subjek tersebut dapat 
berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data 
pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Dimana pihak Dinas Pendidikan sebagai instansi yang 
bertanggungjawab dalam menjalankan kebijakan, memonitoring, 
serta melakukan evaluasi. Sedangankan Orangtua siswa penerima 
maupun siswanaya langsung yang merasakan secara langsung 
dampak dari adanya Program Indonesia Pintar ini. Adapun 
informan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Daftar Nama Informan Penelitian 
 
No. Nama Profesi 
1. Heri Setiyawan, S.Sos Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah 
2. Thussy Apriliyandari, SE Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat 
3. Siti Rohma Orangtua Penerima KIP 
4. S Rohana Orangtua Penerima KIP 
5. Habibi Siswa SMP Penerima KIP 
6. Hanan Karlina Siswa SD Penerima KIP 
7. Utsman Siswa SD Penerima KIP 
8. Choirul Anam Siswa SMP Penerima KIP 
9. Achmad Numan Siswa SMA Penerima KIP 
10. Siti Mufaroh Siswa SMA Penerima KIP 





































2. Obyek Penelitian 
Dalam penelitian ini obyek penelitiannya meliputi : 
a) Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar di 
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya 
b) Faktor pendukung dan penghambat pelakansanaan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kelurahan 
Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya 
D. Tahap-Tahap Penelitian 
a. Tahap Pra Lapangan  
Dalam tahap ini, penulis menggali informasi tentang  
Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Kelurahan Ujung 
Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Sebagai akses data awal penulis 
menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya 
menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Langkah-langkah yang 
dilakukan pada tahap pra lapangan ini adalah:  
1) Menyusun rancangan penelitian yang berupa penyusunan 
proposal penelitian.   
2) Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih 
dahulu menentukan lokasi penenlitian, dalam hal ini 



































penulis melakukan penelitian di Kelurahan Ujung 
Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa 
Timur. 
3) Kemudian setelah porposal penelitian dibuat penulis 
membuat surat pengajuan untuk perijinan kepada 
bakesbangpol sekalu dinas yang akan mengeluarka 
perijinan yang selanjutnya akan ditujukan pada pihak 
dinas Pendidikan Kota Surabaya serta pihak Kelurahan 
Ujung.  
b. Tahap Lapangan 
1) Wawancara Mendalam 
Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau 
wawancara secara mendalam dengan informan yang tepat 
agar diperoleh data yang valid. informan adalah koordinator 
Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Sekolah Menengah 
dan koordinator Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan 
Luar Sekolah yang bertanggungjawab dalam proses 
pengimplentasian Program Indonesia Pintar, orangtua 
penerima Program indonesia Pintar atau wali siswa , 
kemudian yang terakhir adalah siswa penerima kartu 
Indonesia Pintar (KIP). 
 
 



































2) Pengumpulan Dokumen 
Setelah interview atau wawanacara dilakukan, 
penulis akan mengumpulkan imformasi yang telah didapat 
serta mencocokkannya dengan data yang tela ada 
dilapangan guna mengkorelasikan beberapa informasi yang 
dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisa data.  
3) Menyusun Laporan 
Kemudian setelah mendapat informasi dari wawancara 
dan dilakukan tahap analisis data, penulis akan segera 
menyusun laporan yang akan disusuna menggukan format 
yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data serta fakta yang ada dilapangan. Dari tujuan tersebut 
ketika sebuah penelitian tanpa atau tidak mengetahui suatu teknik dari 
pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang 
memenuhi standar data yang diinginkan.42 Metode pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah :” 
 
 
                                                             
42Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: alfabeta, 2010), Hlm. 62 



































1. Observation (Observasi)  
Menurut Lexy J. Moleong secara metodelogis bagi 
penggunaan pengamatan ialah:  
a. “Pengamatan mengoptimalkan kemampuan penulis dari 
segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, 
kebiasaan, dan sebagainya;”  
b. “Pengamatan memungkinkan pengamat utuk melihat 
dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penulis, hidup 
pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi 
pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu 
itu;”  
c. “Pengamatan memungkinkan penulis merasakan apa 
yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga 
memungkinkan pula penulis menjadi sumber data;”  
d. “Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan 
yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari 
pihak subyek.43” 
Observasi merupakan suatu teknik atau cara 
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 
terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu 
penulis juga melakukan pengamatan terhadap keadaan 
                                                             
43 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 
157 



































lingkungan dan kondisi keluarga dari siswa penerima Program 
Indonesia Pintar. 
Terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program 
Indonesia Pintar Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya, penulis juga mencoba mengamati perilaku dari 
implementator atau dalam artian aktor (Dinas Pendidikan dan 
Penerima Bantuan). Berdasarkan hasil observasi di lapangan 
penulis menemukan bahwa tindakan dari implementator atau 
aktor sangat mempangaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. 
2. Interview (Wawancara)  
Menurut Lexy J. Moelong 
“Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.44“  
Selain itu metode wawancara merupakan sebuah proses 
untyk menggali informasi maupun data kepada informan 
penelitian dalam proses wawancara penulis menggunakan 
metode tatap muka (face to face)  dan untuk membatu efisiensi 
                                                             
44Ibid , 186 



































wawancara penulis juga menggunakan media pendukung yakni 
voice recoder guna merekam hasil wawancara.  Informan yag 
dipilih dalam penelitian ini adalah sesorang yang dianggap 
mampu untuk menjawab pemasalahan yang ada terkait dengan 
bejalannya  
3. Documentation (Dokumentasi) 
Dokomentasi merupakan sebuah data yang diperoleh   guna 
menjawab masalah dari penelitian yang dicari dalam dokumen 
maupun bahan pustakaan.45 Berdasarkan hal itu, maka data 
dokumentasi penelitian didapat dari dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian ini seperti; dasar hukum Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Program Indonesia Pintar, serta data dokumentasi lain yang 
berupa catatan tertulis dari buku penulis serta data dari sumber-
sumber pendukung lainnya. 
F. Teknik Analisis Data 
Miles dan Huberman,46 menjelaskan bahwa”aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas 
dalam analisis data meliputi:47 
 
                                                             
45 Rianto adi, metodologi Penelitian Sodial dan Hukum, (Jakarta; Granit, 2004), Hlm. 61 
46 Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi 
Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), Hlm. 37 
47 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R& D. 
(Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 337-345 










































   Sumber : Sugiyono 2007 
 
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model 
interaktif dari Miles dan Hubberman, sebagaimana dijelaskan dibawah 
ini: 
1. Reduksi data (Data reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan 
polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 
yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
Reduksi data dalam penelitian ini akan fokus menganalisa 
temuan atau fakta yang ada di lapangan. Selain iu penulis juga 
memilah temuan yang telah didapat di lapangan dengan mengkaji 
apa yang menyebabkan jalannya impelmentasi Peraturan Menteri 
Nomor 19 Tahun 2016 terselenggara dengan baik ataupun tidak di 
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faktor-faktor pendukung serta penghambat dari implementasi 
kebijakan tersebut. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data menurut Miles dan Hubberman merupakan 
sebuah informasi yang telah terusun setta dapat memberikan 
sebuah kesimpulan tertentu.48 Kemudian melalui hal itu, penyajian 
data juga dapat dipahami tentang apa yang sedang terjadi dan 
tindakan apa yang perlu diambil guna dapat menganalisa hasil 
temuan di lapangan. Tindakan ini dilakukan guna mempermudah 
penulis dalam memberikan gambaran atau bagian tertentu melalui 
data dan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Dengan adanya 
penyajian data maka penelitian ini bisa dinilai lebih akurat dalam 
mengnalisis hasil temuan atau fakta-fakta di lapangan. Agar 
kesimpulan dalam penelitian ini konsisten dengan data serta fakta 
yang ada di lapangan, maka penulis mendapati penyajian data 
yakni; gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran 
umum Kota Surabaya, Kecamatan Semampir, serta Kelurahan 
Ujung. Tidak hanya itu penulis juga melengkapinya dengan profil 
Kelurahan Ujung dan Dinas Pendidikan selaku Implementator 
dalam kebijakan ini. 
 
 
                                                             
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alvabeta, 2009). Hlm. 90 



































3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/ 
verification) 
Langkah ketiga menurut Miles and Huberman adalah 
penarikan kesimpulan. Terkait dengan kesimpulan awal masih 
bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 
pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel.  
Dalam penelitian ini, kesimpulan yang telah diperoleh 
dengan melalui thapan reduksi data serta penyajian data telah 
ditemukan bukti-bukti kuat berupa pengimplementasian atau 
realisasi dari Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Program Indonesia Pintar, serta hasil wawancara bersama dengan 
informan penelitian. Setelah mendapatkan data dan fakta di 
lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa implmenentasi 
kebijakan Progran Indonesia Pintar ini perlu adanya monitoring 
dan evaluasi terkait dengan pencairan dana serta tepat sasaran atau 
tidaknya di lapangan. 
 
 



































G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik trianggulasi 
guna melakukan pemeriksaan keabsahan.49 Teknik triangulasi 
merupakan  sebuah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data-
data terkait dari berbagai sumber guna keperluan pengecakan serta 
sebagai pembanding terhadap data ataupun fakta yang telah diperoleh. 
Lebih spesifik lagi penulis menggunakan teknik trianggulasi dalam 
pemeriksaan data yakni trianggulasi sumber dimana teknik ini umum 
digunakan dalam berbagai penelitian.50Triangulasi data ini dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh 
dipadukan dengan data dokumentasi.  
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis 
akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab 
mulai dari BAB I PENDAHULUAN sampai dengan BAB V 
PENUTUP. Lebih jelasnya akan penulis paparkan sebagaimana 
dibahwah ini:  
BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 
konseptual.  
                                                             
49 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 
324 
50 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 
330 



































BAB II KAJIAN TEORITIK yang berisi tentang penelitian 
terdahulu, kajian pustaka yang terdiri dari Program Indonesia Pintar 
dan Landasan hukum Program Indonesia Pintar, kemudian teori-teori 
implementasi kebijakan 
BAB III METODE PENELITIAN yang meliputi, pendekatan 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian 
dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika 
pembahasan.  
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHSANA yang berisi 
penyajian dan analisis data dan akan menyajikan hasil data lapangan 
serta analisis terhadap Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar 
Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, serta 
temuan penelitian di lapangan. 
BAB V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
 
 


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyajian Data 
 
1. Gambaran Umum Kota Surabaya 
Kota Surabaya merupakanibu kotaProvinsiJawa Timur dimana 
sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. 
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. 
Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya 
berjumlah 2.892.200 jiwa (2018).51 
a. Batas Wilayah 
Utara  : Selat Madura 
Selatan : Kabupaten Sidoarjo 
Barat  : Kabupaten Gresik 
Timur : Selat Madura 
 
b. Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah 
 
Luas wilayah Surabaya meliputi daratan dengan luas 
350,54 km² dan lautan seluas 190,39 km². Kota Surabaya terdiri 







                                                             
51https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada 26 Desember 2018 pukul 21:41 WIB 
52Perda No. 5 2006 tentang organisasi kelurahan kota Surabaya 




































Kecamatan dan Luas Wilayah (Km2) 
Kota Surabaya. 
No. Nama Kecamatan Luas Wilayah (Km2) 
1. Kecamatan Asemrowo 15,44 
2. Kecamatan Bubutan 3,86 
3. Kecamatan Benowo 23,73 
4. Kecamatan Bulak 6,72 
5. Kecamatan Dukuh Pakis 9,94 
6. Kecamatan Gayungan 6,07 
7. Kecamatan Genteng 4,05 
8. Kecamatan Gubeng 7,99 
9. Kecamatan Gunung Anyar 9.71 
10. Kecamatan Jambangan 4,19 
11. Kecamatan Karang Pilang 9,23 
12. Kecamatan Kenjeran 7,77 
13. Kecamatan Krembangan 8,34 
14. Kecamatan Lakarsantri 18,99 
15. Kecamatan Mulyorejo 14,21 
16. Kecamatan Pabean Cantikan 6,8 
17. Kecamatan Pakal 22,07 
18. Kecamatan Rungkut 21,08 
19. Kecamatan Sambikerep 23,68 
20. Kecamatan Sawahan 6,93 
21. Kecamatan Semampir 8,76 
22. Kecamatan Simokerto 2,59 
23. Kecamatan Sukolilo 23,68 
24. Kecamatan Sukomanunggal 9,23 
25. Kecamatan Tambaksari 8,99 
26. Kecamatan Tandes 11,07 
27. Kecamatan Tegalsari 4,29 
28. Kecamatan Tenggilis Mejoyo 5,52 
29. Kecamatan Wiyung 12,46 
30. Kecamatan Wonocolo 6,77 
31. Kecamatan Wonokromo 8,47 
Sumber : Surabaya Dalam Angka 2018 
 
c. Jumlah Penduduk 
 
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Tahnu 
2016 Kota Surabaya 
Tahun Laki-laki Perempuan Total 
2016 1.507.474 1.509.179 3.016.653 
2017 1.534.438 1.540.445 3.074.883 
Sumber : Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2018 
 



































Jumlah Penduduk di Kota Surabaya dari tahun ke tahun 
mengalami meningkatan contohnya pada tahun 2016 yakni 
sebanyak 3.016.653 jiwa kemudian menurut Sensus Penduduk 
Tahun 2017, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 
3.074.883 jiwa.53 
 
d. Presentase Penduduk Menurut Status Pendidikan 
 
Tabel 4.3 
Presentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Kota Surabaya 
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan. 
Jenjang Presentase (%) 
Tidak/Belum Pernah Sekolah 2,67 





Perguruan Tinggi 12,48 
                         Sumber : BPS Kota Surabaya 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat jika sebanyak 25,11% 
penduduk kota surabaya berhasil menamatkan sekolahnya 
dijenjang SMA/MA yang kemudian disusul oleh SD/MI dengan 
presentase 21,17% dan diperinkat ketiga yakni SMP/MTs 
sebanyak 19,17%. Jika berbicara tentang pendidikan tentu 
merupakan aspek paling penting dalam kehidupan, karna semakin 
tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan tentu akan semakin 




                                                             
53 Surabaya Dalam Angka 2018 Hlm. 83 







































e. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Surabaya 
 
Tabel 4.4 
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya 
Di Kota Surabaya 
Agama 2015 2016 2017 
Islam 2.432.502 2.566.174 2.619.094 
Katolik 116.703 120.804 122.201 
Kristen 266.608 275.720 278.933 
Hindu 8.436 8.407 8.456 
Budha 45.150 45.371 45.449 
Konghucu 389 500 561 
Lainnya 171 177 189 
Sumber : Kementrian Agama Kota Surabaya 
 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah pemeluk 
agama di kota surabaya menurut kementreian agama kota 
surabaya. Islam menjadi agama mayoritas dengan jumlah 
pemeluk sebanyak 2.619.094 pada tahun 2017 yang selanjutnya 
ada agama Kisten sebanyak 278.933, Katolik sebanyak 122.201, 
Budha 45.449, Hindu 8.456, Konghucu 561, dan lainnya 
sebanyak 189. 
f. Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 
 
Data statistik keuangan daerah selain untuk memeproleh 
gambaran keuangan masing-masing pemerintah daerah juga 
digunakan sebagai bahan pertihungan pendapatan regional, input, 
outpu, dan neraca arus dana. 



































Penerimaan pemerintah daerah adalah realisasi dari 
penerimaan pemerintah dari berbagai sumber pendapatan yang 
dapat digali pemerintah daerah dan sah menurut undang-undang. 
 
Tabel 4.5 
Keuangan Daerah Kota Surabaya 
Pendapatan Asli Derah Nominal 
Pendapatan Pajak Daerah 3.595.670.492.734 
Retribusi Daerah 556.356.195.651 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
134.668.941.612 
Lain –lain pendapatan asli daerah 
yang sah 
134.668.941.612 
Jumlah PAD 5.143.454.700.619 
Sumber : Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2018. 
 
Tabel 4.6 
Pengeluaran Belanja menurut fungsi 
Jenis Pengeluaran Nominal 
Pelayanan Umum 3.146.761.326.877 
Ketertiban dan Kemanan 189.246.005.291 
Ekonomi 270.502.467.131 
Lingkungan Hidup 1.146.353.860.744 
Perumahan dan Fasilitas Umum 1.175.323.856.275 
Kesehatan 640.093.945.990 
Pariwisata dan Budaya 37.507.361.949 
Pendidikan 1.115.933.303.176 
Perlindungan Sosial 191.217.825.293 
Jumlah Belanja Menurut Fungsi 7.912.939.952.726 
Sumber : Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2018. 
 
Dari data diatas bisa diliha jika untuk pendanaan pendidikan 
di kota surabaya pihak pemerintah mengeluarkan dana sebesar 1,1 
triliun rupiah ini tentu bukan angka yang sedikit. Pemerintah terus 
berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan masyarakat 
untuk menuntaskan program 12 tahun belajar. 
 



































2. Gambaran Umum Kecamatan Semampir 
 
a. Batas Wilayah 
 
Mengenai batas wilayah kecamatan semampir dengan 
kecamatan lainnya akan dijabarkan sebagai berikut: 
Utara  : Selat Madura 
Selatan  : Kecamatan Simokerto 
Barat  : Kecamatan Pabean Cantikan 
Timur  : Kecamatan Kenjeran 
 
b. Jumlah Kelurahan Dan Luas Wilayah 
 
Tabel 4.7 
Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Semampir  
Tahun 2016 
Kelurahan Luas Wilayah (Km2) 
Kelurahan Ampel 0,38 
Kelurahan Sidotopo 2,98 
Kelurahan Pegirian 0,40 
Kelurahan Wonokusumo 0,76 
Kelurahan Ujung 1,62 
Sumber : Kecamatan Semampir Dalam Angka 2017 
 
c. Jumlah Penduduk 
 
Tabel 4.8 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Tahun 
2015 dan Tahun 2017 Kota Surabaya 
Tahun Laki-laki Perempuan Total 
2015 88.487 90.988 179.475 
2017 89.562 92.091 181.653 
 
Kecamatan Semampir dari tahun ke tahun mengalami 
meningkatan contohnya pada hasil registrasi penduduk tahun 



































2015 jumlah penduduknya yakni sebanyak 179.475 jiwa54, 
kemudian menurut data dari hasil registrasi pada tahun 2017 
yakni sebanyak 181.653 jiwa.55 
d. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 
 
Tabel 4.9 














Ampel 5.349 6 5.797 3.851 5.361 
Sidotopo 17.833 62 5.845 2.955 4.219 
Pegirian 8.151 3180 6.087 5.047 82.83 
Wonokusumo 3.403 1.919 18.369 18.67 15.841 
Ujung  17.697 2.043 5.587 2.568 1.542 
Jumlah  52.433 7.210 41.685 32.688 35.246 
Sumber : Kecamatan Semampir Dalam Angka 2018 
 
e. Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Semampir 
 
Tabel 4.10 
Jumlah Pemeluk Agama Per Kelurahan Hasil Registrasi Tahun 
2015 
Kelurahan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Jumlah 
Ampel 21.570 111 20 1 92 21.799 
Sidotopo 23.141 5.067 2.184 15 20 30.742 
Pegirian 30.204 1.463 49 38 8 31.762 
Wonokusumo 57.227 2.990 557 236 97 61.110 
Ujung 32.098 1.687 1.095 80 40 35.000 
Jumlah 164.240 11.318 3.905 370 257 180.413 
Sumber : Kecamatan Semampir Dalam Angka 2017 
 
Berdasarkan data diatas menerangkan bahwa Islam 
menjadi agama dengan pemeluk terbanyak yang ada di kecamatan 
Semampir terlihat dari jumlahnya yang mencapai 164.240 jiwa, 
                                                             
54Kecamatan Semampir Dalam Angka Tahun 2016, Hlm. 12 
55 Kecamatan Semampir Dalam Angka 2017 Hlm. 12 



































kemudian ada Protestan 11.318 jiwa, Katolik 3.905, Hindu 370 dan 
Budha sebanyak 257 jiwa. 
3. Gambaran Umum Kelurahan Ujung 
 
Kelurahan Ujung terletak di Kecamatan Semampir Kota Surabaya 
dengan luas wilayahnya ± 296 Ha. Dalan Kelurahan ujung terdapat 14 
Rukun Warga (RW) dan 116 Rukun Tetangga (RT).56 
a. Batas Wilayah 
 
1) Utara : Kelurahan Perak Utara 
2) Timur : Kelurahan Pegirian 
3) Selatan : Kelurahan Ampel 
4) Barat : Kelurahan Perak Timur 
 
b. Kondisi Geografis 
 
1) Ketinggian Tanah dan Permukaan laut  : 5 meter 
2) Banyaknya curah hujan    : 25 m/tahun 
3) Topografi      : Rendah  
4) Suhu udara rata-rata     : 25oc 
 
c. Orbitasi (Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan) 
 
1) Jarak dari Pemerintahan Kecamatan  : 0,5 Km 
2) Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 6 Km 
                                                             
56Arsip Kelurahan Ujung Kecamatan Semapir Kota Surabaya Tahun 2018 



































3) Jarak dari Pemerintahan Propinsi  : 7 Km 
4) Jarak dari Ibukota Negara   : 850 Km 
d. Jumlah Penduduk  
Tabel 4.11 
Data Jumlah Penduduk Berdasarakan Usia57 
Sumber : diolah dari data Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya 
 
 Berdasarkan data yang diperoleh, untuk laki – laki yang 
berumur 5 tahun ke bawah berjumlah 2226 jiwa, dan yang 
perempuan berjumlah 2257 jiwa. Sedangkan untuk laki – laki 
yang berumur 6 s/d 9 tahun berjumlah 1130 dan yang perempuan 
1296 jiwa. Sedangkan untuk laki - laki yang berumur 10 s/d 16 
tahun berjumlah 1450 jiwa dan perempuan berjumlah 1598 jiwa. 
Sedangkan untuk laki –laki  yang berumur 17 tahun berjumlah 
598 jiwa dan perempun 1014 jiwa. Sedangkan  untuk aki – laki 
yang berumur 18 s/d 25 tahun berjumlah 4007 jiwa dan 
perempuan 3969 jiwa. 
Sedangkan untuk laki- laki yang berumur 20s/d 40 tahun 
berjumlah 4386 jiwa dan perempuan 4516 jiwa. Sedangkan  untuk 
laki – laki yang beumur 41 s/d 59 tahun berjumlah 3420 jiwa dan 
                                                             




























Laki-laki 2226 1130 1450 598 4007 4386 3420 192 17409 
Perempuan 2257 1296 1598 1014 3969 4516 3032 323 18007 
Jumlah 4483 2428 3048 1612 7976 8902 6452 515 35416 



































perempuan 3032 jiwa. sedangkan untuk laki- laki yang berumur 
diatas 60 tahun berjumlah 192 jiwa dan perempuan berjumlah 
323.  
Jumlah keseluruhan laki – laki yaitu berjumlah 17.409 jiwa 
dan perempuan berjumlah 18.007 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa 
di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya di 
dominasi oleh perempuan dengan total 18.007 jiwa. 
e. Pendidikan Masyarakat  
Tabel 4.12 













iolah dari data Kelurahan Ujung Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya 
 
Berdasarkan data yang diperoleh, pendidikan masyarakat 
menurut Data Keluarahan Ujung tahun 2018 tercatat jumlah 
sedang menempuh pendidikan tingkat SD mencapai 35%, tingkat 
SLTP mencapai 16%, tingkat SLTA mencapai 3%, DI mencapai 
13&, DII mencapai 12%, DIII mencapai 13%, SI mencapai 7% 
dan S2 mencapai 1%.  
 
Jenjang/Tamat Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 
SD 5270 35  
SLTP 2489 16 
SLTA 450 3 
D-1 1971 13 
D-2 1882 12 
D-3 1945 13 
S-1 1097 7 
S-2 129 1 



































f. Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Ujung  
Tabel 4.13 
Jumlah Pemeluk Agama di Kelurahan Ujung Kecamatan 







er : diolah dari data Kelurahan Ujung Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya 
 
Di kelurahan Ujung sendiri berdekatan dengan wisata religi 
Sunan Ampel sehingga agama dengan mayoritas terbanyak adalah 
Islam dengan jumlah penganut mencapai 32.570 jiwa, selanjutnya 
Kristen Protestan sebanyak 1.664, Kristen Khatolik Sebanyak 
1.071 jiwa, Hindu Sebanyak 71 jiwa, dan yang terakhir adalah 
Budha sebanyak 40 jiwa.58 
 
g. Profesi Masyarakat  
Tabel 4.14 
Profesi Masyarakat Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota 
Surabaya 






Peg. Swasta 3505 
Dokter 597 
Tenaga medis lain 1202 
                                                             
58Arsip Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya 5 November 2018 
AGAMA Jumlah (Jiwa) 
ISLAM 32570 
KRISTEN PROTESTAN 1664 
HINDU 71 
BUDHA 40 
KRISTEN KHATOLIK 1071 











































Pejabat tinggi negara 13 
Fakir miskin 367 
Belum kerja 447 
Lain-lain 4308 
Sumber : diolah dari data Kelurahan Ujung Kecamatan 
Semampir Kota Surabaya 
 
Perekonomian masyarakat Kelurahan Ujung sangat beragam, 
namun profesi yang banyak ditekuni adalah sebagai pelajar. 
Terlihat dari data yang diperoleh jumlah pelajar mencapai 32% 
dan profesi yang paling rendah adalah pejabat tinggi, notaris, dan 
polri terlihat pada tabel diatas mencapai 0%.  
B. Data dan Fokus Penelitian 
 
Terkait dengan data dan fokus penelitian, penulis akan 
menmfokuskanya pada bagian subjek dan objek dari penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini penulis 
mecoba menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. 
Pertama, terkait dengan data primer dari penelitian ini adalah data 
langsung yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian 
yakni pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Orangtua Siswa Penerima 
Program Indonesia Pintar, dan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar. 



































Kemudian terkait dengan data sekunder adalah data yang telah didapat 
oleh penulis melalui pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh 
penulis dari subjek penelitiannya.59 Data sekunder sendiri dapat diartikan 
sebagai data pendukung yang berwujud data dokumntasi atau adata yang 
telah tersedia. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Program Indonesia Pintar, data Penyampain Penduduk Kota 
Surabaya. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian ini antara lain buku, jurnal, data internet dengan sumber 
yang terpercaya serta data arsip yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya dan Kelurahan Ujung Kecamatan semampir Kota Surabaya. 
Dengan adanya data primer dan data sekunder yang telah didapat oleh 
penulis dapat memberi manfaat dalam membantu mendefinisikan dan 
mengembangkan masalah. 
1. Profil Kelurahan Ujung 
 
Dalam struktur birokarsi yang ada di Negara Indonesia, terdapat 
pembagian kerja disetiap wilayahnya mulai dari pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Terkait dengan pembagian 
yang ada di wilayah kabupaten/kota itu ada yang namanya kecamatan 
dibawahnya ada kelurahan. Kemudian kelurahan Ujung yang akan 
penulis bahas terletak di dalam wilayah administrasi Kecamatan 
Semampir. Kelurahan Ujung menempati sebuah gedung milik 
                                                             
59Syaifuddin Azwar, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 91 



































pemeritah Kota Surabaya yang ada di Jalan Sawah Pulo SR No. 2 
Surabaya. 
a. Struktur Organisasi 
Bagan 4.1 
















b. Visi Misi 
 
Visi 
“Terwujudnya masyarakat ujung yang maju, rukun, damai, adil 
dan berakhlak mulia.” 
 
Misi 
1) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima melalui 
pemerintahan yang aspiratif, prespektif dan transparan. 
2) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha 
kewirausahaan. 


















































4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana publik 
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 
masyarakat. 
5) Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat 
dalam kehidupan masyarakat 
 
c. Tugas Pokok dan Fungsi 
1) Lurah 
Menurut Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 
Kelurahan Ujung bertanggungjawab dalam hal 
sebagaimana yang akan diuraikan oleh penulis dibawah 
ini:60 
a) “Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.” 
b) “Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.” 
c) “Melaksanakan pelayanan masyrakat.” 
d) “Memlihara ketrentraman dan ketertiban umum.” 
e) “Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas 
pelayanan umum.” 
f) “Melaksanakan tugas lain sesua ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
g) “Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.” 
                                                             
60Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, 
Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya  



































2) Sekretariat Kelurahan 
Sekretaris Kelurahan Ujung bertanggungjawab 
dalam hal sebagaimana yang tertuang pada pasal 18 akan 
diuraikan oleh penulis dibawah ini: 
a) “Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana 
program, anggaran dan laporan kelurahan.” 
b) “Melaksanakan pembinaan oragnisasi dan 
ketatalaksanaan.” 
c) “Melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian.” 
d) “Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, 
dokumentasi, rumah tangga, perlengkapa/peralatan 
kantor, kearsipan dan perpustakaan.” 
e) “Melakasanakan hubungan masyarakat dan 
keprotokolan.” 
f) “Melaksanakan pengawasan dan pngendalian 
pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.” 
g) “Melakasanakan koordinasi tugas-tugas Kepala 
Seksi di Kelurahan.” 
h) “Melaksanakan monitoring barang dan aset derah 
yang ada di wilayah Kelurahan.” 
i) “Melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan 
masyrakat.” 



































j) “Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas.” 
k) “Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Lurah seusia dengan tugas dan fungsinya.” 
3) Seksi Pemerintahan 
Seksi Pemerintahan Kelurahan Ujung 
bertanggungjawab dalam hal sebagaimana yang tertuang 
pada pasal 19 akan diuraikan oleh penulis dibawah ini: 
a) “Melaksnakan administrasi kependudukan.” 
b) “Melaksanakan administrasi pertanahan.” 
c) “Melaksanakan administrasi pajak daerah dan 
retribusi.” 
d) “Melaksanakan penyusunan progranm di bidang 
pemerintahan.” 
e) “Melaksanakan program di bidang pemerintahan.” 
f) “Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan.” 
g) “Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di 
bidang pemerintahan.” 
h) “Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.” 
i) “Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.” 
 



































4) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Pembangunan 
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan 
Pembangunan Kelurahan Ujung bertanggungjawab dalam 
hal sebagaimana yang tertuang pada pasal 20 akan 
diuraikan oleh penulis dibawah ini: 
a) “Membantu pelaksanaan penegakan Peraturan 
Derah dan Peraturan Walikota.” 
b) “Melaksanakan monitoring, pemantuan, dan 
pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban 
umum.” 
c) “Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban umum.” 
d) “Melaksanakan pengawasan dan pelaporan 
terhadap sarana dan prasarana serta aset milik 
daerah.” 
e) “Melaksanakan koordinasi penanggulangan 
bencana dan perlindungan masyarakat.” 
f) “Melaksanakan seteksi dini di bidang 
penganggulangan bencana dan perlindungan 
masyarakat.” 
g) “Melaksanakan monitoring, pemantuan, dan 
pengkoordinasian di bidang pekerjaan umum dan 



































pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan 
informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, 
perhubungan, dan cipta karya, tata ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.” 
h) “Melaksanakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan.” 
i) “Melaksanakan penyusunan program di bidang 
ketrentaraman, ketertiban umum dan 
pembangunan.” 
j) “Melaksanakan program di bidang ketentraman, 
ketertiban umum dan pembangunan.” 
k) “Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga dan instansi lain dibidang ketentraman, 
ketertiban umum dan pembangunan.” 
l) “Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di 
bidang ketentraman, ketertiban umum dan 
pembangunan.” 
m) “Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas.” 
n) “Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 








































5) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian 
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian 
Kelurahan Ujung bertanggungjawab dalam hal 
sebagaimana yang pada pasal 21 akan diuraikan oleh 
penulis dibawah ini: 
a) “Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak.” 
b) “Melaksanakan monitoring, pemantauan dan 
pengkoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, 
sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan 
pariwisata, pemberdayaan peremupuan dan 
perlindungan anak, pengendaian penduduk dan 
keluarga berencana.” 
c) “Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan 
pengkoordinasian bantuan sosial dari pemerintah 
kepada keluarga miskin.” 
d) “Melaksanakan monitoring, pemantauan dan 
pengkoordinasian di bidang ketahanan pangan dan 
pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, 
penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan 
perikana, tenaga kerja.” 



































e) “Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan program pemberdayaan ekonomi 
keluarga miskin.” 
f) “Melaksanakan penyusunan program di bidang 
kesejahteraan rakyat dan perekonomian.” 
g) “Melaksanakan program di bidang kesejahteraan 
rakyat dan perekonomian.” 
h) “Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga dan instasi lain di bidang kesejahteraan 
rakyat  dan perekonomian”. 
i) “Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di 
biang kesejahteraan rakyat dan perekonomian.” 
j) “Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas.” 
k) “Melaksanakan tugas lain yaang diberikan oleh 
Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.” 
  



































2. Profil Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
a. Struktur Organisasi 
 
Bagan 4.2 









































































Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja 
akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasis  secara formal. 
Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 
perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian atau 
posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewnang 
dan tanggung jawab yang berbeda-beda dala suatu organisasi. 
Dalam memnjalankan semua program, Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya dibantu oleh Sekretaris, Kasubag 
Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag 
Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan 
Fungsional. Jika mengacu pada struktur oraganisasi, Dinas  
Pendidkan Kota Surabaya terbagi menjadi 4 bidang yakni: 
Pertama, Bidang Sekolah Dasar yang terdiri dari Seksi 
Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kurikulum Sekolah Dasar, 
dan Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar. Kedua, Bidang Sekolah 
Menengah yang terdiri dari Seksi Kelembagaan Sarana dan 
Prasaran Sekolah Menengah, Kurikulum Dan Pembinaan Sekolah 
Menengah, serta Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah. Ketiga, 
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, 
Kesenian dan Olahraga yang terdri dari Seksi Kesian dan 
Olahraga, Seksi Pendidikan Keluarga dan PAUD, dan Seksi 
Pendidikan Masyarakat. Serta yang keempat, Bidang Guru dan 
Kependidikan yang terdiri dari Seksi Pengembangan Kualifikasi, 



































Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, Seksi Pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Seksi Pengawasan Guru 
dan Tenaga Kependidikan. 
 
b. Visi Misi 
 
Visi 
“Menjadikan  Surabaya Sebagai Barometer dan Inspirator 
Pendidikan Nasional.” 
Misi 
1) “Mewujudkan layanan akses pendidikan yang bermutu secara 
merata dan berkeadilan.” 
2) “Memperkuat budaya lokal dalam sendi-sendi pendidikan.” 
 
c. Tugas Pokok dan Fungsi 
 
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidkan tercantum dalam 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang 
rincian tugas pokok dan fungsi dinas Kota Surabaya pasal 56 
hingga pasal 71.Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 
otonomi dan tugas pembatuan di bidang pendidikan.Kemudian 
jika berbicara mengenai fungsi Dinas Pendidikan sebagai mana 
pasal 57 akan peneliti uraikan sebagai berikut: 
1) “Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan.” 



































2) “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan 
umum.” 
3) “Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 55” 
4) “Pengelolaan ketatausahaan Dinas.” 
5) “Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Derah  
sesuai dengan tugas dan fungsinya.” 
C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 
 
“Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 2014 telah mengintruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga 
Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program 
Keluarag Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera 
(PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar 
(PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah yang sangat 
proaktif suatu lembaga dan institusi terkait yang sesuai dengan tugas, 
fungsi dan kewenangannya masing-masing secara terkoordinasi dan 
terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam 
melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk 
meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh 
satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan 



































pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan 
putus sekolah (drop uot).“ 
“Program Indonesia Pintar ini diharapkan mampu menjamin peserta 
didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, 
dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidiakn agar 
kembali mendapatkan layanan pendidikan. Program Indonesia Pintar 
buakn hanya bagi pesrta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta 
didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarkat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau 
satuan pendidikan non-formal lainnya, Sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan.“ 
“Selanjutnya pemegang Kartu Indonesia Pintar berhak menerima 
manfaat dari Program Indonesia Pintar selama aktif balajar di 
satuan/program pendidikan formal atau nonformal di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Agama dan Kementerian 
Ketenagakerjaan.” 
Tabel 4.15 
Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar Kota Surabaya 
Tahun 2016-2018 




Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
Dari tabel diatas penulis menemukan fakta bahwa pada tahun 2016 
sebanyak 18 ribu siswa mendapatkan bantuan dari program Indonesia 



































Pintar ini kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 27.151 
siswa setelah itu pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah siswa 
penerima bantuan PIP menjadi 24.273 siswa. 
D. Analisisdan Pembahasan 
 
1. Implementasi Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Program Indonesia Pintar 
 
Dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentunya 
harus berpihak pada masyarakat. Kemudian untuk mengetahui 
implementasi dari kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan 
berkoordinansi dengan pemerintah daerah, agar diketahui peran dari 
stakeholder atau implementator tingkat kota/kabupaten dalam 
mengimlpementasikan Progran Kartu Indonesia Pintar. Guna 
memperlancar program tersebut maka semua pihak yang terkait 
dengan pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan 
keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan 
aturan yag telah ditetapkan serta bertanggungjawab akan 
implementasinya program kartu indonesia pintar di kelurahan ujung 
kecamatan semampir kota surabaya. 
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program dari 
pemerintah pusat yang berupa bantuan uang tunai yang diberikan 
kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu atau kurang 
mampu untuk membiayai pendidikannya, program ini bermula dari 
adanya progran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ada pada 



































peraturan menteri pendidikan nomor 12 tahun 2015 yang kemudian di 
lanjutkan dan diperluas sasarannya selain lanjutan dari program BSM, 
KIP ini juga merupakan janji Politik Joko Widodo sejak tahun 2014. 
Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri selaku Kasi Sekolah 
Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa: 
“awal mula adanya Program Indonesia pintar ini ketika 
presiden jokow membuat sebuah janji politik pada saat 
kampanye ketika mencalonkan diri pertama kali menjadi 
seorang presiden dimana selain PIP ini pak jokowi juga 
menjajinkan adanya bantuan lain seperti KIS, PKH. jadi 
istilahnya janji politik presiden jokowi sejak tahun 2014”61 
 
Dari ungkapan tersebut penulis bisa tahu bahwa program tersebut 
merupakan janji politik Joko Widodo ketika mencalonkan diri menjadi 
presiden pada tahun 2014 dan pada akhirnya bisa terrealisasikan pada 
tahun 2015. 
Lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak Heri selaku Kasi Sekolah 
Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa: 
“….Nah terkait dengan data awal itukan terdapat dua sumber 
dari yang pertama dari pihak kelurahan yang memberikan surat 
keterangan miskin yak kemuadian oleh pihak sekolahan akan 
dimasukkan kedalam dapodik dan akan diuptade lagi. untuk 
memasukkan data yang telah diperoleh dari kelurahan itu hanya 
bisa dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.”62 
 
Dari ungkapan diatas dapat diketahui jika data terkait dengan siapa 
yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar ini sebagian besar adalah 
Keluarga Miskin yang telah didata terlebih dahulu oleh pihak 
                                                             
61Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 18 Desember 2018 pada hari selasa pukul 08.35 
62Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 18 Desember 2018 pada hari selasa pukul 08.35 



































kelurahan yang kemudian akan diterus ke sekolah terkait guna 
dimasukkan kedalam data sekolah. 
Pada pengimplentasian program tersebut pemerintah pusat 
memberikan bantuan dana pendidikan dengan cara meluncurkan 
sebuah kartu yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak 
usai sekolah yang kurang mampu atau miskin yang rawan terjadi 
putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikannya. Dalam program 
tersebut pemerintah tentunya mengalokasikan dananya sesuai dengan 
tingkatan pendidikan yang ditempuh ataupun telah ditempuh. 
Contohnya seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku, bahkan 
hingga biaya transportasi. 
Hal ini disampaikan oleh pak Heri selaku Kasi Pendidikan sekolah 
Menengah Dinas Pendidikan bahwa: 
“dalam Program yang telah dijalankan tentunya ada sebuah 
alokasi dana tak terkecuali dalam PIP ini pemerintah pusat 
telah memikirkan tentang adanya dana yang berguna untuk 
memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah, selanjutnya terkait 
dengan besarannya dana bantuan yang akan diterima oleh 
para siswa itu sudah tertulis di dalam juknis yang telah 
keluarkan oleh pemerintah pusat”.63 
 
Lebih lanjut pendapat dari Ibu Thussy selaku Kasi PLS juga 
mengungkapkan: 
“setiap pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau 
progran tentu ada yang namanya dana untuk menjalankan 
program tersebut, contohnya saja KIP ini pemerintah juga 
membuat sebuah aturan atau juknis yang menjelaskan 
mengenai aturan yang akan dilakukan, kemudian terkait 
                                                             
63Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 



































dengan besaran dana sesuai dengan juknis yaitu untuk paket A itu 
450.000 paket B 750.000”.64 
 
Dari ungkapan tersebut bahwa penerima akan menerima sejumlah 
dana sesui dengan jenjang pendidikannya guna membantu dalam hal 
pembiayaan pendidikan. Yang kemudian pememrintah berharap 
program ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan 
masyarakat yang selama ini kurang dalam hal pembiayaan. 
Guna mengkolerasikan data penelitian, penulis mencoba 
menganalisas memggunakan teori implementasi dari Model Edward 
III setidaknya mengungkapkan ada empat  variabel atau yang secara 
langsung maupun tidak langsung dapat memepengaruhi kegagalan 
atau pun keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Lebih 
lanjut empat faktor atau variabel yang dimaksudkan 
adalahsumberdaya (resources), komunikasi (communication), serta 
struktur birokrasi (bureaucratic structur), disposisi (dispositions). 
1) Sumber Daya 
Dari faktor atau variabel ini Edward III menjelaskan 
bahwa faktor sumber daya juga mempunyai andil besardalam 
implementasi sebuah kebijakan.65kemudian Edward III juga 
menegaskan bahwa”bagaimanapun jelas dan konsistennya 
ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan, serta bagaimanapun 
akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan- 
                                                             
64Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 
65 Edward III, George C,Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, Washington, 
1980), Hlm. 11 



































aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan atau 
implementator yang bertanggung jawab untuk menjalankan 
ataupun mengimpementasikan sebuah kebijakan tetapi 
kurang dalam hal sumber-sumber daya untuk menjalankan 
atau melaksanakan pekerjaan secara efektif dan baik, maka 
implementasi dari sebuah kebijakan tersebut tidak akan 
efektif.66” 
Terkait dengan sumber daya yang ada di Program 
Indonesia Pintar pemerintah menyediakan sumber daya 
keuangan untuk mendukung pembiayaan pendidikan 
sebagaimana yang telah tertulis di dalam juknis PIP. 
Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Thussy selaku Kasi 
PLS bahwa: 
“setiap pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan 
atau progran tentu ada yang namanya dana untuk 
menjalankan program tersebut, contohnya saja KIP 
ini pemerintah juga membuat sebuah aturan atau 
juknis yang menjelaskan mengenai aturan yang akan 
dilakukan, kemudian terkait dengan besaran dana 
sesuai dengan juknis yaitu untuk paket A itu 450.000 
paket B 750.000”67 
 
Dari ungkapan itu penulis dapat mengetahui bahwa ada 
sumber daya keuangan yang ada di program ini dibagi sesuai 
dengan jenjang pendidikan penerima KIP. Sesuai dengan 
                                                             
66 Edward III, George C,Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, Washington, 
1980), Hlm. 11 
67Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 



































peraturan yang tertulis pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 
2016. 
Selain adanya sumberdaya keuangan atau dalam artian 
non-manusia, ada pula sumber daya manusia guna menunjang 
jalannya proses implementasi Program Indonesia Pintar ini 
bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini 
diperkuat oleh Bapak Heri selaku Kasi Pendidikan Menengah 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam wawancara dibawah 
ini: 
“setiap program yang telah dibuat oleh pemeritah 
pastinya ada pihak-pihak yang ditujuk untuk 
menjalankan kebijakan tersebut dalam hal KIP ini 
pemerintah memfokuskan pada pihak Dinas 
Pendidikan yang kemudian dalam dinas ini kita bagi 
sesuai dengan kewenangannya yakni ada yang 
ngurusi SD, SMP, PLS istilahnya pendidikan luar 
sekolah”68 
Dari pernyataan tersebut penulis dapat menegtahui jika 
pada setia kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentuk 
ada yang namanya sumber daya manusia yang akan 
menjalankannya  terlepas dari sumberdaya non-manusia atau 
dalam kebijakan ini yakni sumber dana yang akan diberikan 
kepada para siswa penerima juga ada sumber daya manusia 
guna menjalakan kebijakan ini agar nantinya sesuai dengan 
apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. 
                                                             
68Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 18 Desember 2018 pada hari selasa pukul 08.35 



































2) Komunikasi  
Komunikasi dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses 
penyampaian suatu informasi dari komunikator kepada 
komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan sebuah proses 
penyampaian suatu informasi terkait yang berhubungan 
dengan kebijakan atau aturan dari pembuat kebijakan (policy 
maker) kepada pihak terkait selaku yang menjalankan 
ataupun menerapkan kebijakan (policy implementors) guna 
mencapaitujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan apa 
yang diharapkan. Jika terkait dengan penyampain informasi 
PIP Dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi secara 
langsung melalui pihak sekolah dan kelurahan setempat yang 
kemudian diteruskan kepada masyarakat agar masyarakat 
yang telah terdaftar sebagai keluarga miskin atau kurang 
mampu dapat segera mengurus segala pesyaratan terkait 
dengan Program Indonesia Pintar ini dan segera 
berkominikasi dengan pihak sekolah maupum pihak 
kelurahan. 
Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Heri selaku 
Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
bahwa: 
“Sosialisasi itu sebenanrnya lebih ke ini sih, ke pihak 
sekolah sama pihak kelurahan toh data-data itu 
selama ini kita taunya dari pusat, data penerima PIP 



































ini dan kita membantu proses pencairannya, 
monitoring pelaksanaanya”69 
Lebih lanjut ibu siti Rohma selaku ortang tua dari 
penerima menambahi: 
“Pertama ada penyurveian dari pihak pemerintah ke 
setiap rumah rumah bagi warga yang tidak mampu.”70 
Kemudian juga ditambahkan oleh ibu S Rohana selaku 
orang tua penerima: 
“itu saya diberitahu anak saya untuk kesekolah dan 
waktu itu wali kelasnya ngasih tau kalo anak saya dapat 
dana bantuan dari pemerintah untuk keprluan 
sekolahnya.”71 
Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika 
kebijakan ini diterapkan pihak dinas melakukan sosialisasi 
kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran program PIP. 
Kemudian pihak dinas melakukan proses seleksi guna 
memastikan program ini tepat sasaran atau tidak. 
3) Struktur Birokrasi  
Lebih lanjut Edward III mengungkapkan bahwa, 
implementasi sebuah kebijakan dimungkinkan masih belum 
efektif karena adanya sebuah ketidakefisienan struktur 
birokrasi (deficiencies in bureaucratic structure).72Dalam 
artian struktur birokrasi yang dimaksud mencakup beberapa 
faktor antara lain seperti pembagian wewenang, struktur 
                                                             
69Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 18 Desember 2018 pada hari selasa pukul 08.35 
70Wawancara dengan Ibu Siti Rohma pada tanggal 26 Maret 2019 pada hari selasa pukul 08.26 
71 Wawancara dengan Ibu S Rohana pada tanggal 17 Maret 2019 pada hari minggu pukul 09.15 
72 Ibid, 125 



































organisasi, hubungan antar unit-unit dalam organisasi, dan 
hubungan organisasi dengan organisasi lainnya.  
4) Disposisi  
Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidak 
hanya ditentukan oleh seberapa jauh para aktor kebijakan 
(implementors) melainkansebuah hal yang harus dilakukan 
serta mampu dalam menjalankannya, tapi juga ditentukan 
oleh kemauan para aktor yang menjalankan kebijakan harus 
memiliki disposisi yang kuat dalam pengimplemntasian 
kebijakan yang sedang maupun akan diimplementasikan 
sebagaimana diungkapkan oleh Edward III.73 
Terkait dalam pembagian tugas atau disposisi dalam 
implementasi kebijakan PIP ini pemerintah membuat tim 
koordinator di setip jenjang pendidikan yang ada, jadi mulai 
dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Pendidikan 
Luar Sekolah.  
Hal ini dijelaskan oleh Pak Heri selaku Kasi Sekolah 
Menengah bahwa: 
“jadi masing-masing. Kita kan ada yang ngurusi SD, 
SMP, istilahnya pendidikan luar sekolah itu masing-
masing bertanggungjawab untuk mecairkan PIP 
ini.”74 
 
                                                             
73 Edward III, George C,Implementing Public Policy, (Congressional Quarterly Press, Washington, 
1980), Hlm. 53 
74Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 18 Desember 2018 pada hari selasa pukul 08.35 



































Dalam hal disposisi, pada program ini dinas 
pendidikan membagi tugas untuk pelaksaan atau implentasi 
sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Disini penulis mengetahui 
bahwa setiap menjalankan kebijakan ini dinas berkoordinasi 
dengan pihak sekolah.  
 
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi 
Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia 
Pintar 
 
a. Faktor pendukung dalam Implementasi Permendikbud Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar 
 
Untuk dapat menganilas permasalahan yang ada penulis 
mencoba mengainasi dengan teori Meter dan Horn. Kemudian 
Meter dan Horn mengumukakan sebagaimana tertulis dalam 
Subarsono setidaknya ada beberapa faktor atau variabel yang 
dapat mempengaruhi sebuah kinerja implementasi sebuah 
kebijakan antara lain yakni karateristik agen pelaksana, standar 
dan sasaran kebijakan, hubungan antar-orgnanisasi, sumberdaya, 
serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Adapun secara lebih 
jelas akan dijabarkan sebagai dibawah ini:75 
1) Karakteristik agen pelaksana 
Mencakup aturan birokrasi, asas atau norma, dan 
bentuk-bentuk hubungan yang terjadi di dalam birokrasi 
                                                             
75 Subarsono,Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 99 



































yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan yang 
telah dirumuskan. 
Dalam wawancara dengan bu Thussy selaku Kasi 
PLS, Beliau menjelaskan: 
“kalau pkbmnya kalau di kami itu mengkoordinir. 
Jadi pkbmnya menerbitkan suratbahwa anak itu 
bersekolah disitu kemudian membawa ktp dan KK 
kmudian kesini.”76 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihak jika pola-
pola hubungan dalam birokrasi dapat secara langsung 
maupun tidak langsung bisa mempengaruhi atau menjadi 
salah satu faktor yang mendukung berjalannya sebuah 
kebijakan yang telah dibuat. 
2) standar dan sasaran dari kebijakan 
standar serta sasaran dari sebuah kebijakan  
setidaknya harus terukur dan harus jelas agar kebijakan 
tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan sehinga 
tidak terjadi yang mananya multiinterpretasi serta dapat 
menyebabkan sebuah konflik di antara para aktor 
implementasi atau imlpementator.  
Dalam hal ini dijelaskan pula oleh Bapak Heri bahwa: 
“sasaran dari kebijakan ini adalah para keluarga 
miskin atau kurang mampu dalam hal 
perekonomian untuk guna memenuhi kebutuhan 
sekolah anak-anak mereka, selain itu dalam hal 
PIP ini ada kriteria tertentu untuk siswa agar bisa 
                                                             
76Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 



































mendapat bantuan PIP untuk membiayai kebutuhan 
sekolah.”.77 
 
Selanjutnya dijelaskan pula oleh bu Thussy: 
“terkait dengan sasaran kebijakan kami di PLS ini 
lebih mendalam terhadap anak-anak purus sekolah 
karna terkendala faktor pembiayaan. Jadi fokus 
kita itu hanya para anak putus sekolah agar dapat 
melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
selanjutnya.”78 
 
Dapat ketahui jika pada dasarnya kebijakan ini lebih 
menitik beratkan pada masyarakat yang kurang mampu 
dalam hal pembiayaan sekolah dan anak-anak yang putus 
sekolah agar dapat melanjutkan sekolahnya pada jenjang 
selanjutnya sebagaimana yang telah dicanangkan oeh 
pemerintah yakni wajib belajar 12 Tahun. 
3) Hubungan antar-organisasi 
Tentu dalam banyak program atau kebijakan perlu 
dukungan dan koordinasi dari pihka lain ini dilakukan agar 
kebijakan tersebut dapat berhasil dang sesuai dengan yang 
telah direncanakan. 
Dalam wawancara dengan Bapak Heri, beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“jadi masing-masing. Kita kan ada yang ngurusi 
SD, SMP, istilahnya pendidikan luar sekolah itu 
masing-masing bertanggungjawab untuk mecairkan 
PIP ini.”79 
 
                                                             
77Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 
78Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 
79Wawancara dengan Ibu Thussy pada tanggal 7 Januari 2019 pada hari senin pukul 10.53 



































Dari ungkapan diatas dapat diketahui jika dalam 
pengimplementasian kebijakan KIP ini ada tim koordinasi 
agar dalam proses penyerapan kebijakan dapat berjalan 
dengan lancar. 
Kemudian dijelaskan pula oleh Bu Thussy selaku 
Kasi Pendidikan luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya yakni sebagai berikut: 
“Iya, kalau pkbmnya kalau di kami itu 
mengkoordinir. Jadi pkb mnya menerbitkan 
suratbahwa anak itu bersekolah disitu kemudian 
membawa ktp dan KK kemudian kesini.”80 
 
Dengan demikian dapat disimpulakan jika 
hubungan antar organisasi dapat membantu jalannya 
implementasi sebuah kebijakan. 
4) Sumberdaya. 
Dalam sebuah mplementasi kebijakan tentu perlu adanya 
dukungan sumberdaya baik sumberdaya non-manusia atau 
pun sumberdaya manusia. Terkait dengan sumber daya yang 
ada di Program Indonesia Pintar pemerintah menyediakan 
sumberdaya manusia dalam hala dinas pendidikan sebagai 
pemengang kewenangan tingkat kota/kabupaten dan 
sumberdaya non-manusia yakni keuangan atau dana bantuan 
yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung 
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pembiayaan pendidikan sebagaimana yang telah tertulis di 
dalam juknis PIP. 
Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Thussy selaku Kasi 
PLS bahwa: 
“setiap pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan 
atau progran tentu ada yang namanya dana untuk 
menjalankan program tersebut, contohnya saja KIP 
ini pemerintah juga membuat sebuah aturan atau 
juknis yang menjelaskan mengenai aturan yang akan 
dilakukan, kemudian terkait dengan besaran dana 
sesuai dengan juknis yaitu untuk paket A itu 450.000 
paket B 750.000”81 
 
Dari ungkapan itu penulis dapat mengetahui bahwa 
ada sumber daya keuangan yang ada di program ini dibagi 
sesuai dengan jenjang pendidikan penerima KIP. Sesuai 
dengan peraturan yang tertulis pada Permendikbud Nomor 
19 Tahun 2016. 
Selain adanya sumberdaya keuangan atau dalam artian 
non-manusia, ada pula sumber daya manusia guna 
menunjang jalannya proses implementasi Program 
Indonesia Pintar ini bisa sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. Hal ini diperkuat oleh Bapak Heri selaku 
Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya dalam wawancara dibawah ini: 
“setiap program yang telah dibuat oleh pemeritah 
pastinya ada pihak-pihak yang ditujuk untuk 
menjalankan kebijakan tersebut dalam hal KIP ini 
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pemerintah memfokuskan pada pihak Dinas 
Pendidikan yang kemudian dalam dinas ini kita bagi 
sesuai dengan kewenangannya yakni ada yang 
ngurusi SD, SMP, PLS istilahnya pendidikan luar 
sekolah”82 
Dari pernyataan tersebut penulis dapat menegtahui 
jika pada setia kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
tentuk ada yang namanya sumber daya manusia yang akan 
menjalankannya  terlepas dari sumberdaya non-manusia 
atau dalam kebijakan ini yakni sumber dana yang akan 
diberikan kepada para siswa penerima juga ada sumber 
daya manusia guna menjalakan kebijakan ini agar nantinya 
sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh 
pemerintah. 
5) Kondisi ekonomi, sosial, adan politik.  
Kemudian faktor selanjutnya yakni sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang bisa mendukung keberhasilan 
dari implementasi sebuah kebijakan yang telah dirumuskan; 
bagaimana sifat dan opini masyarakat yang ada di 
lingkungan tempat sasaran dari kebijakan tersebut, 
karakteristik para partisipan, apakah mendukung ataupun 
menolak;serta apakah para elite politik yang ada 
dilungkungan tersebut bisa mendukung dari implementasi 
sebuah kebijakan.  
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Jika dalam analisis terkait kondisi ekonomi, sosial, 
dan politik ada bebarapa hal yang kemudian dijelaskan oleh 
pihak terkait, contohnya saja oleh pihak Dinas Pendidikan. 
Dalam wawancara dengan Bapak Heri, beliau 
menjelaskan: 
“sasaran paling penting dari program ini kan 
untuk membantu kelurga yang kurang mampu atau 
miskin yang tentunya diyakini tidak bisa memnuhi 
kebuthan sekolah anak-anak mereka contohnya 
kekurangan biaya sekolah, untuk beli sepatu, beli 
buku, beli tas terus alat-alat yang lain. Menyasar 
pada keluarga yang butuh semacam itu. Selain itu 
kondisi lingkungan sasaran kebijakan yang kurang 
mendukung juga dapat mempengaruhi PIP ini.”83 
 
 
Kemudian ditambahkan oleh bu Thussy: 
“kondisi masyarakat kan kebanyakan kurang 
dalam hal ekonomi, Tapi ternyata yangmendapat 
itu tidak hanya anak miskin. Ada beberapa anak 
yang mampu itu juga mendapatkan kip pip kondisi 
ini tentu ada sebuah opini di masyaralat bahwa 
PIP ini tidak tepat sasaran karna tidak sesuai 
dengan keadaan yang ada”.84 
 
Sebagaimana dijelaskan tadi penulis dapat 
mengetahui jika kondisi sosial, politik, dan ekonomi dapat 
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b. Faktor penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar 
 
Penulis juga telah mendapatkan beberapa aspek penting 
yang menjadi faktor penghambat atapun yang mempengaruhi 
tidak berkembangnya proses implementasi program indonesia 
pintar (PIP) tahun 2016. Berikut ini penulis jabarkan beberapa 
kendala dalam implementasi Permendikbud Nomer 19 Tahun 
2016 Kelurahan Ujung:  
1) Ketika Kebijakan ini dilaksanakan terdapat beberapa 
siswa yang belum mencairkan dananya, ini terjadi karna 
siswa/penerima sudah lulus dari sekolah asal ataupun 
siswa penerima berpindah ke luar kota/kabupaten asal. Ini 
mengakibatkan serapan dari anggaran yang ada hanya 
mampu mencapai 95%. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Heri selaku 
Kasi Sekmenbahwa: 
“Jadi serapannya itu selama ini belum sampe 100% 
sih paling notok 95% beragam banyak sebab 
misalnya anaknya sudah lulus dicari tidak ketemu ya 
sudah gak mungkin mau dicari kemana kan terus 
pindah kemana dilacak gak ada ya sudah tidak bias 
dicairkan atau mungkin anaknya sudah meninggal 
itu juga tidak bisa.”85 
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Bu Thussy selaku Kasi 
PLS sebagai berikut: 
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“Mencari anak anak yang sudah lulus itu juga luar 
biasa susahnya. Ada juga yang ke luar kota ada 
juga yang ke luar negeri. Ada juga yang kuliah dan 
segala macam. Biasanya itu kalau tanggal tua 
pencairan itu juga semakin mepet.”86 
Dari penjelasan itu penulis dapat menyimpulkan 
bahwa keterlambatan proses pencairan dana juga 
dipengaruhi oleh pihak penerima yang tidak melaporkan 
kepindahannya. Akibatnya pihak Dinas Pendidikan susah 
untu menghubungi orangtua penerima yang berimbas pada 
mundurnya proses pencairan dana dari pemerintah pusat 
selaku pembuat kebijakan. 
2) Dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
tentu terdapat kendala terkiat dengan tidak tepat 
sasarannya dari kebijakan tersebut. Pernyataan ini juga 
diungkapkan oleh Bu Thussy selaku Kasi PLS pada saat 
wawancara, beliau menyatakan bahwa: 
“Yang kedua anak anak yang mendapat kip pip itu 
ternyatadilapangan itu banyak yang tidak sesuai. 
Jadi SK dan yang kami daftarkan kalo kami yang 
daftarkan itu kan jelas verifikaisnya kan sktm dan 
bener bener orang miskin. Tapi ternyata 
yangmendapat itu tidak hanya anak miskin. Ada 
beberapa anak yang mampu itu juga mendapatkan 
kip pip”.87 
 
Dari penjelasan itu penulis dapat mengetahui bahwa 
tidak tepatnya sasaran Program Indonesia Pintar ini 
menjadi salah satu faktor utama yang membuat keresahan 
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masyarakat serta Dinas Pendidikan untuk will be 
menjalankan proses memerataan pendidikan khususnya 
jika menyangkut pembiayaan keperluan sekolah 
masyarakat. 
 
E. Temuan Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan dengan hasil penyajian data serta analisisa data 
dengan itu dibutuhkan suatu kesimpulan guna pengambilan inti 
permasalahan dari penyajian data yang telah di dapat daripenelitian. 
selanjutnya hasil dari temuan penelitian ini bahwa permasalahan 
implementasi program indonesia pintar adanya sebuah hal yang sangat 
serius dari pemerintah kota. Manffat utama dari prgram indonesia pintar 
sangat membantu dalam hal pembiayaan keperluan masyarakat di sektor 
pendidikan guna meningkatkan kualitas masyarakat. Berdasarkan hasil 
penyajian dan analisa data yang telah diperoleh di lapangan, penulis akan 
memaparkan hasil temuan peneltian sebagaimana dibawah ini 
Tabel 4.16 
Hasil Temuan Dilapangan 
 
No. Hasil Temuan Keterangan 
1. Dinas pendidikan kota 
surabaya telah berupaya 
melakukan koordinasi, 
sosialisasi dan pengawasan.  
Upaya yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan adalah 
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan 
menjalankan kebijakan ini guna memperlancar berjalannya 
kebijakan tersebut selain itu dinas juga melakukan 
sosialisasi kepada pihak-pihak yang akan menjalankan 
kenijakan tersebut. 
2. Keterlambatan dalam 
pencairan dana 
Dalam hal pencairan dana dinas pendidikan selalu berupaya 
agar dana dari pusat tidak terlambat guna memperlancar 
berjalannya program indonesia pintar. 
3. Dinas pendidikan kesulitan 
terkait banyaknya penerima 
yang telah lulus dari sekolah 
Berdasarkan temuan ini pihak dinas melakukan koordinasi 
dengan pihak sekolah asal tempat siswa penerima program 
guna pencairan dana. 



































asal kemudian tidak 
meneruskan kejenjang 
selanjutnya 
4. Pihak Dinas Pendidikan tidak 
mengetahui apakah program 
Indoensia Pintar dapat 
menungkatkan kualitas 
pendidikan masyarakat. 
Dalam wawancara dengan pihak dinas ternyata pihak dinas 
kurang mengetahui apakah dengan adanya program ini dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya di 
kelurahan ujung kecamatan semampir kota surabaya. 
5. Banyaknya masyarakat yang 
mengeluh karna belum 
pahamnya peraturan tentang 
program indonesia pintar. 
 Dalam hasil temuan dilapangan banyak masyarakat yang 
sedikit kesulitan pada saat melakukan pencairan dana serta 
melengkapi persyaratan. 
6. Banyak tidak tepatnya sasaran 
dalam program indonesia 
pintar. 
Dalam wawancara dengan salah satu masyarakat di 
kelurahan ujung menjelaskan bahwa ada ketidaktepat 
sasaran program ini. 
7. Program indonesia pintar 
telah memberikan manfaat 
bagi masyarakat. 
Program ini secara langsung maupun tidak langsung telah 
memberikan manfaat pada masyarakat khususnya keluarga 
kurang mampu sehingga dapat memberikan pendidikan 
secara baik karna pemerintah pusat telah memberikan dana 
guna pembiayaan dalam hal memenuhi keperluan untuk 
bersekolah. 
 
Berdasarkan rician tabel diatas hasil temuan dilapangan dapat 
dijabarkan kembali melalui penjelasan berikut ini : 
1. Dinas pendidikan kota surabaya telah berupaya melakukan 
koordinasi, sosialisasi dan pengawasan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 
pihak dinas pendidikan selaku implementator dari program 
indonesia pintar ini secara baik telah melakukan berbagai tahapan 
dala menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh 
pemerintah pusat. Tahapan tersebut dimulai dengan berkoordinasi 
dengan lembaga penyelenggara pendidikan, kemudian juga pigak 
dinas pendidikan melakukan sosialisasi terkait dengan PIP ini 
kepada lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah 
menengah serta lembaga penyelenggara pendidikan luar sekolah 



































(PLS), setelah melakukan koordinasi serta sosialisasi phak dinas 
pendidikan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya 
implementasi PIP ini guna meluhat apakah pengimplementasian 
kebijakan ini sudah berjalan dengan baik hingga menlihata apakah 
program ini sudah tepat sasaran atau tidak. 
2. Keterlambatan dalam pencairan dana 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan ada berbagai kendala 
dalam hal keterlambatan pencairan dana. Hal ini dikarena pihak 
penerima kurang memahami dalam hal pencairan dana. 
3. Dinas pendidikan kesulitan terkait banyaknya penerima yang 
telah lulus dari sekolah asal kemudian tidak meneruskan 
kejenjang selanjutnya. 
Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini yakni pihak 
dinas pendidikan sedikit kesulitan karna ketika siswa penerima 
telah lulus dan berniat untuk pindah keluar kota, pihak penerima 
tidak melaporkan itu sehingga pihak dinas tidak dapat melakukan 
pelcakan guna memproses untuk pencairan dana. 
4. Pihak dinas kurang mengetahui apakah dengan adanya program 
ini will be meningkatkan kualitas pendidikan 
Ketika melakukan penelitian, informan ditanya terkait 
apakah dengan adanya program ini dapat membantu memperbaiki 
kualitas pendidikan masyarakat hanya saja pihak dina stidak 
mengetahui dengan pasti apakah itu memang dapat memperbaiki 



































kualitas pendidikan masyarakat tapi menurut beliau tentu dapat 
mengatasi hal tersebut hanya saja tidak mengetahuinya secara 
pasti. 
5. Banyaknya masyarakat yang mengeluh karna belum pahamnya 
peraturan tentang program indonesia pintar. 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan masyarakat kurang 
memahami karna ketika pihak dinas melakukan sosialisasi terkait 
dengan proses pencairan dana program indonesia pintar ini ada saja 
orang tua wali yang tidak memperhatikan sehingga ketika 
melakukan pencairan dana pihak orangtua siswa kebingungan. 
6. Banyak tidak tepatnya sasaran dala3m program indonesia pintar. 
Program indonesia pintar ini menurut hasil temuan 
masyarakat mengeluhakn adanaya ketidaktepat sasaran dari 
program ini sehingga masyarakat mengingingkan adanya evaluasi 
terkait dengan program ini agara kedepannya sasaran dari program 
ini bisa tepat guna memberikan pendidikan yang merata keseluruh 
masyarakat yang kurang mampu. 
7. Program indonesia pintar telah memberikan manfaat bagi 
masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian, program indonesia pintar 
yang telah dibuat oleh pemerintah secara langsung maupun tidak 
telah sangat membantu masyarakat khususnya yang mengalami 
kesusahan dalam pembiayaan sekolah anak mereka. Karna adanya 


















































































Berdasarkan hasil peneltian ini, penulis memberikan dua 
kesimpulan terkait dengan implementasi dan faktor-faktor yang 
pendukung serta penghambat dalam proses implementasi permendikbud 
nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar di Kelurahan 
Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya. 
1. Dalam implementasi penulis menemukan bahwa, proses-proses 
dalam menjalankan sebuah kebijakan telah dilakukan oleh 
berbagai pihak guna menjalankan sebuah kebijakan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar kualitas pendidikan 
masyarakat dapat berubah. Selain itu penulis juga 
mengkorelasikannya dengan teori yang digunakan sehingga dapat 
disimpulkan setidaknya ada 4 faktor yang dapat mempenagruhi 
berjalannya sebuah kebijakan mulai dari yang pertama adalah 
sumberdaya yang terbagi menjadi sumberdaya manusia yakni 
pihak dinas pendidikan Kota Suarabaya yang mempunyai 
wewenang dalam hal menjalankan implementasi atau sebagai 
implementator kemudian sumberdaya non-manusia yakni berupa 
dana yang diberikan pemerintah guna menunjang proses 
implementasi. Kedua yakni komunikasi dimana pihak Dinas 
Pendidikan selaku implementator selalu melakukan kominkasi 



































dengan lembaga pendidikan agar berjalannya PIP ini bisa seperti 
apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Ketiga adala 
Struktur Birokrasi yakni dalam sbuah kebijakan tentunya ada 
sebuah pembagian kewenangan agar sebuah kebijakan tidak 
tumpang tindih dengan pihak lain dalam hal ini pihak Dinas 
Pendidikan membagi kewenangan dalam menjalankan kebijakan 
PIP ini sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada yakni menjadi 
3 bidang antara lain Bidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, 
dan Pendidikan Luar Sekolah. Dan yang keempat yakni Disposisi 
dimana Dalam hal disposisi, pada program ini dinas pendidikan 
membagi tugas untuk pelaksaan atau implentasi sesuai dengan 
jenjang pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
Disini penulis mengetahui bahwa setiap menjalankan kebijakan 
ini dinas berkoordinasi dengan pihak sekolah.  
2. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
berjalannya PIP ini penulis membaginya menjadi 2 yakni faktor 
Pendukung dan penghambat. Yang pertama yakni faktor 
pendukun dimana penulis mengkorelasikannya dengan teori yang 
penulis gunakan sehingga setidaknya terdapat 5 fakor atau 
variabel yang dapat mendukun berjalannya implememtasi mulai 
dari karateristik agen pelaksana,standar dan sasaran kebijakan, 
hubungan antar organisasi, sumberdaya, kondisi ekonomi, sosial 
dan politik. Selanjutnya terkait dengan faktor yang menghambat 



































penulis dapat menyipulkan yakni adanya ketidaktepat sasarannya 
kebijakan ini serta sering telatnya pencairan dana akibat dari 
kurang pahamnya masyarakat  dalam proses pencairan dana serta 
dinas pendidikan sedikit kesulitan dalam mencairkan dana untuk 
siswa penerima yang telah lulus dari sekolah asal dan tidak lagi 
melanjutkan pendidikan ataupun sudah pindah keluar kota 
surabaya.  
B. Saran 
Permasalah implementasi Permendikbud nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Program Indonesia Pintar didominasi oleh kurang pahamnnya 
masyarakat terkait dalam pemanfaatan dana yang telah diberikan oleh 
pemerintah pusat. Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 
1. Pengawaasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya  guna melakukan 
pengawasan tehadap penggunaan dana untuk pembiayan sekolah. 
2. Mengadakan evaluasi terkait dengan pengimplementasian 
kebijakan program indonesia pintar agar sesuai dan tepat sasaran. 
3. Menggiatkan sosialisasi secara langsung guna meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap fungsi utama  dari adanya 
program kartu indonesia pintar. 
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